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KATA PENGANTAR 
 

uji dan syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat, 

Taufiq dan Hidayah-Nya kepada segenap hambanya, sehingga Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 

2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pencapaian kinerja selama tahun 

2019 dan disusun sebagai penjabaran dari Penetapan Kinerja Pengadilan Agama 

Maumere Tahun 2020.  

Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 

tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kelola Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Surat Edaran Sekma Nomor 1604 tahun 2019 serta 

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.  

 Laporan Kinerja ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja 

Pengadilan Agama Maumere berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

targetnya ditetapkan periode tahun 2018 dan telah dilakukan Reviu pada tahun 

2019, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja 

Pengadilan Agama Maumere dan menyelesaikan berbagai tantangan yang 

dihadapi pada tahun 2019. 

Kami berharap laporan kinerja ini dapat dipergunakan dengan baik dan 

memenuhi segala harapan pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan 

sebagai media evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Maumere 

dimasa yang akan datang.  

Maumere, 17 Februari 2020 
Ketua Pengadilan Agama Maumere 

 
 
 
Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. 
NIP. 197308042001121003 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Akutabilitas Kinerja Penadian Agama Maumere merupakan 

bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan 

tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019. 

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja 

sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang 

telah diperjanjikan. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data 

capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere adalah sebesar 

75,22%. Selanjutnya capaian kinerja Sasaran Startegis tersebut 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
NO 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

 
REALISASI 

 
CAPAIAN 

 
1. 

 
Terwujudnya 
Proses peradilan 
yang pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

 

 
a. Persentase sisa perkara 

Perdata Agama yang 
diselesaikan 

b. Persentase perkara Perdata 
Agama yang diselesaikan 
tepat waktu 

c. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
Hukum Banding 

d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
Hukum Kasasi 

e. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
Hukum Peninjauan Kembali 

f. Index Responden pencari 
Keadilan  

 

 
100 % 

 
 

100 % 
 

 
90 % 

 
 

95 % 
 
 

95 % 
 
 

80 % 
 
 

 
100 % 

 
 

100% 
 

 
100% 

 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

 85,39% 

 
100% 

 
 

100% 
 

 
111,11 % 

 
 

105,26 % 
 
 

105,26 % 
 
 

106,73 % 
 

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1  104,73 % 

 
2. 

 
Peningkatan 
efektivilitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

 
a. Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang 
dikirim kepada para pihak 
tepat waktu 

 
100 % 

 
 
 

10 % 
 

 
100 % 

 
 
 

0 % 
 

 
100 % 

 
 
 

0 % 
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b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

c. Persentase berkas perkara 
yang dimohonkan Banding, 
Kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu. 

d. Persentase Putusan 
Perkara yang menarik 
perhatian masyarakat  yang 
dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah 
putus 
 

 
100 % 

 
 
 
 

100 % 
 
 
 

 
0 % 

 
 
 
 

0 % 

 
0 % 

 
 
 
 

0 % 

RATA-RATA SASARAN STRATEGIS   2  25 % 

 
3. 

 
Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 
 

 
a. Persentase perkara Prodeo 

yang diselesaikan 
b. Persentase perkara yang 

diselesaikan di Luar Gedung 
Pengadilan 

c. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

d. Persentase Perkara 
Permohonan (Voluntair) 
Identitas Hukum 

 
100 % 

 
100 % 

 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 

 
100 % 

 
100 % 

 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 

RATA-RATA SASARAN STRATEGIS  3 100 % 

 
4. 

 
Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

 
Persentase Putusan Perkara 
yang ditindaklanjuti 
(Dieksekusi) 
 

 
100 % 

 
0 % 

 
0 % 

RATA-RATA SASARAN STRATEGIS   4 100 % 

 
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS DAN INDIKATOR 1,2,3,4 

 

 
75,22 % 
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B A B     I  

P E N D A H U L U A N 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan 

kedalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan 

kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan 

pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan guna 

mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good 

governance. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (action plan) 

yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dalam 

kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara 

komprehensif dalam seluruh aspeknya. Selain itu dengan sangat pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta 

perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk 

direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh 

karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, 

komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, 

sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem   

pemerintahan yang  bersih   dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme 

(KKN), pemerintah telah menerbitkan Instruksi  Presiden (Inpres) Nomor 

7  Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

yang diperbaharui  dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29  Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan. 
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Dalam pelaksanaannya, Perpres ini d i lengkapi dengan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan  Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Sementara itu, penerapan dilingkungan internal Mahkamah Agung 

salah satunya didukung oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung RI Nomor:20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan  dibawahnya. 

Pengadilan Agama Maumere memandang perlu untuk menyampaikan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan 

reformasi birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen 

Perencanaan Kinerja dilingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran 

peradilan dibawahnya. Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah Pengadilan 

Agama Maumere Tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan  dengan anggaran  

serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis   selama tahun 

2019 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Pengadilan Agama Maumere Tahun  2015-2019. Dan  pada tahun  2019,  

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra tersebut telah direviu 

mengacu pada  Surat  Keputusan Ketua  Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang 

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

 

B. TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor   7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 
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tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :  

a. perkawinan, 

b. waris,  

c. wasiat,  

d. hibah,  

e. wakaf,  

f.  zakat,  

g. Infaq,  

h. shadaqah; dan 

i. ekonomi syari'ah. 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Maumere 

mempunyai fungsi,  antara lain sebagai berikut : 

1. Fungsi mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 

49  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). 

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 

baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun 

administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang 

Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, 

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti  di bawah 

jajarannya agar  peradilan diselenggarakan dengan seksama  dan 

sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor 

No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 
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4. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 

diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 

2009). 

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, 

keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ 

VIII/2006). 

6. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas 

hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian 

Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009). 

 

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang 

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :                             

1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi                           

di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi                  

di Pengadilan. 

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk 

memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat. Di 

samping itu, Pengadilan Agama Maumere dengan kekuatan yang dimiliki 

tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang 

bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats). 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere 

dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada 

sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam 

rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga peradilan. Reformasi birokrasi dan 

Keterbukaan Informasi serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 
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menjalankan fungsi yudikatif pada hakikatnya merupakan tindakan atau 

kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan. 

 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere telah mempedomani 

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terdiri 

dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai Pimpinan yang membawahi para 

Hakim sebagai pejabat fungsional dalam mengadili dan memutus perkara 

yang diajukan, dan selanjutnya ada 2 (dua), bidang pertama, yaitu 

Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang membawahi Panitera Muda 

Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum serta 

Jabatan Fungsional kepaniteraan yaitu Panitera Pengganti, 

Jurusita/jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan. Kemudian bidang kedua 

yaitu Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala 

Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Jabatan fungsional 

Kesekretariatan yaitu Fungsional Bendahara, Pranata Komputer, Arsiparis, 

dan Pustakawan. 

Secara umum stuktur organisasi Pengadilan Agama Maumere 

menggambarkan suatu susunan dan hubungan kerja baik secara komando 

maupun kordinasi tiap bagian yang pemisahannya berdasarkan tugas 

pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan.  

Adapun  Bagan  Struktur  Organisasi  Pengadilan   Agama Maumere 

tahun 2019 adalah sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi 
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Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan 

sesuai struktur organisasi diatas, mengacu pada Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut : 

 

1. KETUA / PIMPINAN 

Ketua Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan 

fungsi merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur 

Jenderal badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Bahwa mengingat Pengadilan Agama Maumere di Tahun 

2019 mengalami Mutasi dan Promosi Ketua dimana Ketua Pengadilan 

Agama Maumere yang mutasi (Awaluddin, S.H.I., M.H.) menjabat 

sejak bulan Juli tahun 2017 s.d pertengahan bulan Mei 2019 dan 

dilanjutkan dengan Ketua Pengadilan Agama Maumere yang saat ini 

(Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag) menjabat sejak   14 Mei 2019 sampai 

sekarang.  

Lebih rinci dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.1  

Bagan nama Ketua Pengadilan Agama Maumere 
 

No Nama Pejabat Jabatan TMT Jabatan Ket 

1 Awaluddin, S.H.I., M.H. Ketua 
20 Juli 2017 s.d. 
13 Mei 2019 

Mutasi 

2 Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. Ketua 
14 Mei 2019 s.d. 
Sekarang 

Aktif 

 

Sedangkan WAKIL KETUA saat ini dijabat oleh Suratnah Bao, 

S.Ag., M.H., Untuk diketahui pula, Bahwa Wakil Ketua Pengadilan 

Agama Maumere di Tahun 2019 mengalami Mutasi dan Promosi 

dimana Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere yang lama (Sriyani 

HN, S.Ag., M.H.) menjabat sejak bulan Oktober tahun 2016 s.d 
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pertengahan bulan Maret 2019 dan dilanjutkan dengan Wakil Ketua 

yang saat ini (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) menjabat sejak tanggal           

10 Mei 2019 sampai sekarang.  

Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Bagan nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere 

 

No Nama Pejabat Jabatan TMT Jabatan Ket 

1 Sriyani HN, S.Ag., M.H Wakil 
01 Oktober 2016 s.d. 
27 Maret 2019 

Mutasi 

2 Suratnah Bao, S.Ag., M.H Wakil 
14 Mei 2019 s.d. 
Sekarang 

Aktif 

 

Adapun uraian dan rincian tugas pokok dan fungsi  Pimpinan 

adalah sebagai berikut: 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur 

Jenderal Badan Pengadilan Agama serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi : 

a. Sebagai Pimpinan Pengadilan Agama : 

2. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama; 

3. Menetapkan sasaran kinerja setiap tahun kegiatan; 

4. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan; 

5. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 

6. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan                     

di Lingkungan Pengadilan Agama; 

7. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 

8. Mengadakan rapat dinas; 

9. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama; 

10. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait; 
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11. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di 

Lingkungan Pengadilan Agama; 

12. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 

13. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur 

pembagian tugas para hakim untuk melaksanakan sidang 

perkara; 

14. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam 

putusan;  

15. Mengisbatkan hasil rukyat hilal; 

16. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan 

Pengadilan Agama; 

17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Nusa Tenggara Timur; 

b. Sebagai Ketua Majelis : 

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan serta 

menyelesaikan perkara - perkara yang menjadi tanggung jawab 

dengan cara : 

a) Menetapkan hari sidang; 

b) Memimpin jalannya persidangan; 

c) Memberikan kesempatan yang sama dan secukupnya kepada 

para hakim anggota majelis untuk mendamaikan para pihak, 

mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan memeriksa para 

saksi-saksi serta memeriksa/ meneliti bukti-bukti surat dan 

berkas perkara lainnya; 

d) Menetapkan sita jaminan; 

e) Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara 

persidangan dan menandatanginya sebelum sidang berikutnya 

atau 7 hari setelah sidang putusan; 

f) Mengumumkan pendapat dalam musyawarah majelis hakim; 

g) Menyiapkan naskah putusan/penetapan dengan membubuhi 

paraf untuk diucapkan dalam sidang; 



  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

PENGADILAN AGAMA MAUMERE 2019 17 

 

h) Mengisi instrumen-instrumen yang berkaitan dengan keuangan 

dan register perkara (panggilan, penundaan sidang dan amar 

putusan/penetapan) serta menerbitkan penyamaan hal-hal yang 

berhubungan dengan kejurusitaan berkaitan dengan perkara 

yang menjadi tanggung jawabnya; 

i) Meneliti, mengawasi dan menerbitkan pelaksanaan tugas 

jurusita, registrasi perkara dan keuangan perkara, kearsipan 

perkara dan pelaksanaan eksekusi atas perkara-perkara yang 

diserahkan kepadanya; 

j) Menandatangani putusan/penetapan yang sudah diucapkan 

dalam persidangan; 

k) Bertanggungjawab atas minutasi berkas perkara yang 

diserahkan kepadanya selambat-lambatnya 1 hari sejak putusan 

diucapkan; 

l) Membuat Daftar kegiatan persidangan hakim ( Court Calender); 

m) Mengadakan kajian kitab dan buku-buku kepustakaan serta 

yurisprudesi untuk didiskusikan dan masalah-masalah lain yang 

sesuai dengan perkembangan hukum/perkembangan zaman 

utamanya terkait dengan ekonomi syariah sebagai kewenangan 

baru Peradilan Agama. 

c. Sebagai Hakim Koordinator Pembinaan dan Pegawasan 

(Kepaniteraan-Kesekretariatan) dan Koordinator Penegakan 

Disiplin Pegawai : 

1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan hakim 

pembinaan dan pengawas bidang managemen pengadilan dan 

pelayanan publik, administrasi prosedur penerimaan perkara, 

pengawas pola bindalmin dan penyelesaian perkara serta 

pembinaan dan pengawas bidang administrasi kepegawaian, 

organisasi dan tata laksana, keuangan dan umum, perencanaan, 

IT dan pelaporan; 

2. Menyusun rencana kerja pengawas bersama hakim pengawas 

bidang; 
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3. Memberikan arahan dan dukungan kepada para hakim pengawas 

bidang dalam melaksanakan tugasnya; 

4. Menerima laporan dan menganalisa hasil pengawasan dan 

sasaran tindak lanjut dari para Hakim Pengawas Bidang yang 

telah dilaksanakannya untuk dijilid; 

5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua 

MARI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan 

disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus 

kinerja hakim dan pegawai negeri pada mahkamah agung dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya, dan berwenang 

memberi rekomendasi mengenai jenis sanksi terhadap pegawai 

yang melanggar KMA tersebut dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor : 07 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim 

pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

dibawahnya. 

 

2. HAKIM  

Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas 

kekuasaan kehakiman, hakim yang bertugas di Pengadilan Agama 

Maumere hingga akhir bulan Desember 2019 berjumlah 3 (tiga) orang 

yang terdiri  dari: 

Tabel 1.3 

Bagan Nama Hakim Pengadilan Agama Maumere 

 

No Nama  GOL. 
TMT  

   Masa Kerja Ket 
Hakim 

1  Suratnah Bao, S.Ag., M.H III/d 29-07-09 10 Tahun 05 Bulan Aktif 

2  Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. IV/a 01-08-09 10 Tahun 04 Bulan Aktif 

3 
 Isyhad Wira budiawan, 
S.H.I., M.S.I. 

III/c 30-09-14 05 Tahun 03 Bulan Aktif 
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Adapun uraian dan rincian tugas pokok dan fungsi Hakim adalah 

sebagai berikut : 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan 

hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, 

mengevalusi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta 

melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas 

kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi  : 

1. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja, 

pengorganisasian dan pelaksanaannya; 

2. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan 

memasukkan dalam buku kalender persidangan; 

3. Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota; 

4. Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya; 

5. Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya; 

6. Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya 

untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti; 

7. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara 

persidangan dan menanda tanganinya bersama Panitera Pengganti 

sebelum sidang berikutnya; 

8. Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti; 

9. Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak 

bisa baca tulis; 

10. Membuat jadwal persidangan (Court Calender); 

11. Melaporkan perkara yang ditanganinya  kepada Ketua Pengadilan 

Agama secara berkala; 

12. Memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk 

melakukan pemanggilan para pihak; 
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13. Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita 

atau Juru Sita Pengganti  berkaitan dengan perkara yang 

ditanganinya; 

14. Menganalisa putusan/Penetapan untuk meningkatkan mutu 

Putusan/Penetapan; 

15. Membantu melaksanakan minutasi terhadap perkara yang 

dilimpahkan kepadanya bersama Panitera; 

16. Melakukan pengawasan dan pembinaan sebagai Hakim pembinaan 

dan pengawas bidang Managemen Pengadilan dan layanan Publik, 

Administrasi Prosedur Penerimaan Perkara, Pengawas Bidang Pola 

Bindalmin dan Penyelesaian Perkara serta melaporkan hasil 

pengawasannya kepada Ketua; 

17. Menjadi hakim mediator; 

18. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 

19. Melaksanakan  tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 

 

3. PANITERA 

Pada Pengadilan Agama Maumere ditetapkan adanya 

Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Panitera Pengadilan 

Agama Maumere dijabat oleh Drs. Yacub, M.H. Adapun uraian dan 

rincian tugas pokok dan fungsi  Panitera sebagai berikut: 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis 

dibidang administrasi perkara, di lingkungan Pengadilan Agama 

Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua 

Pengadilan Agama Maumere berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta membawahi Panitera Muda, Panitera 

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti. 
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Rincian Tugas Pokok dan Fungsi :   

a. Sebagai Panitera : 

1. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan; 

2. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun 

kegiatan; 

3. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung 

jawab kegiatan kepaniteraan; 

4. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan 

dibidang kepaniteraan; 

5. Mengawasi dan memantau pelaksanaan tugas bawahan; 

6. Mengadakan rapat dinas; 

7. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang 

kepaniteraan; 

8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait; 

9. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang 

kepaniteraan; 

10. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 

11. Menyusun konsep pembinaan hukum; 

12. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Pimpinan; 

13. Mengevaluasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan; 

14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan 

Agama. 

b. Sebagai Panitera Sidang : 

1. Membantu Majelis dalam persidangan; 

2. Membuat berita acara persidangan; 

3. Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada petugas register 

setiap selesai sidang untuk dicatat dalam buku register yang 

bersangkutan; 

4. Membantu Ketua Majelis dalam minutasi perkara yang sudah 

diputus; 

5. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada 

petugas arsip perkara untuk disimpan dalam boks file perkara. 
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4. PANITERA MUDA 

Panitera dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga dibantu oleh      

3 (tiga) orang Panitera Muda, yang terdiri dari : 

a) Panitera Muda Hukum  

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Maumere saat ini 

dijabat oleh Abdullah, S.H., M.H. Adapun uraian dan rincian tugas 

pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum adalah sebagai berikut : 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan bagian 

hukum,  mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan 

statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih 

berlaku dan tugas lain dilingkungan Pengadilan Agama serta 

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama Maumere 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi :   

1. Sebagai Panitera Muda Hukum: 

a. Membantu Panitera dan atau Pimpinan dalam merencanakan 

dan memberikan pelayanan teknis dibidang perkara bagi para 

pencari keadilan; 

b. Menerima berkas perkara yang akan banding ke PTA; 

c. Melaksanakan tugas pada meja III dalam melayani para 

pencari keadilan; 

d. Mengupload data perkara pada Aplikasi SIPP dan Direktori 

Putusan; 

e. Menyerahkan salinan putusan kepada yang berkepentingan; 

f. Mengarsipkan berkas perkara yang telah diputus; 

g. Membuat laporan perkara bulanan dan tahunan; 

h. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan 

menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian 

Kepaniteraan; 
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i. Membantu tugas-tugas lain pada bagian kepaniteraan apabila 

diperlukan; 

j. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Pimpinan ; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan dan atau 

Ketua Pengadilan. 

2. Sebagai Panitera Pengganti : 

a. Membantu Majelis dalam persidangan; 

b. Membuat berita acara persidangan; 

c. Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada petugas 

register setiap selesai sidang untuk dicatat dalam buku 

register yang bersangkutan; 

d. Membantu Ketua Majelis dalam minutasi perkara yang sudah 

diputus; 

e. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada 

petugas arsip perkara untuk disimpan dalam boks file perkara. 

b) Panitera Muda Gugatan  

Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Maumere dijabat 

oleh Yuhermi Natar, B.A. Adapun uraian dan rincian tugas pokok 

dan fungsi Panitera Muda Gugatan adalah sebagai berikut : 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan bagian gugatan, 

melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta 

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai 

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama 

Maumere berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 



  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

PENGADILAN AGAMA MAUMERE 2019 24 

 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi :   

a. Sebagai Panitera Muda Gugatan : 

1. Membantu Panitera dan atau Pimpinan dalam merencanakan 

dan memberikan pelayanan teknis dibidang perkara bagi para 

pencari keadilan; 

2. Menerima berkas perkara Gugatan; 

3. Melaksanakan tugas pada meja II dalam melayani para 

pencari keadilan; 

4. Mengupload data perkara pada Aplikasi SIPP dan Direktori 

Putusan; 

5. Menerima pemberitahuan penundaan hari, tanggal dan waktu 

sidang; 

6. Mengelola dan mengisi buku Register Gugatan, Register Akta 

Cerai dan Register-Register lainnya; 

7. Membantu administrator menganonimisasi putusan dan 

menguploadnya di dalam direktori putusan; 

8. Membantu tugas-tugas lain pada bagian kepaniteraan apabila 

diperlukan; 

9. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Pimpinan; 

10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan dan atau 

Ketua Pengadilan. 

b. Sebagai Panitera Pengganti : 

1. Membantu Majelis dalam persidangan; 

2. Membuat berita acara persidangan; 

3. Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada petugas 

register setiap selesai sidang untuk dicatat dalam buku 

register yang bersangkutan; 

4. Membantu Ketua Majelis dalam minutasi perkara yang sudah 

diputus; 

5. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada 

petugas arsip perkara untuk disimpan dalam boks file perkara. 

 



  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

PENGADILAN AGAMA MAUMERE 2019 25 

 

c) Panitera Muda Permohonan  

Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 

mengalami kekosongan, dan demi tetap terlaksananya tugas pokok dan 

fungsinya, maka Panitera Muda Permohonan dijabat oleh  Pelaksana 

Tugas (Plt.) dijabat oleh Yuhermi Natar, B.A. Adapun uraian dan rincian 

tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan adalah sebagai 

berikut: 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan 

permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan 

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih 

berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara 

perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama 

Maumere berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi : 

1. Sebagai Panitera Muda Permohonan : 

a. Membantu Panitera dan atau Pimpinan dalam merencanakan 

dan memberikan pelayanan teknis dibidang perkara bagi para 

pencari keadilan; 

b. Menerima berkas perkara Permohonan; 

c. Melaksanakan tugas pada meja I  dan II dalam melayani para 

pencari keadilan; 

d. Mengupload data perkara pada Aplikasi SIPP dan Direktori 

Putusan; 

e. Menyusun jadwal rencana sidang keliling dan melaporkannya 

kepada pimpinan; 

f. Mengisi buku Register Permohonan; 

g. Membantu administrator menganonimisasi putusan dan 

menguploadnya di dalam direktori putusan; 
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h. Membantu tugas-tugas lain pada bagian kepaniteraan 

apabila diperlukan; 

i. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Pimpinan; 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan dan atau 

Ketua Pengadilan. 

 

2. Sebagai Panitera Pengganti : 

a. Membantu Majelis dalam persidangan; 

b. Membuat berita acara persidangan; 

c. Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada petugas 

register setiap selesai sidang untuk dicatat dalam buku 

register yang bersangkutan; 

d. Membantu Ketua Majelis dalam minutasi perkara yang sudah 

diputus; 

e. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada 

petugas arsip perkara untuk disimpan dalam boks file 

perkara. 

 

3. PANITERA PENGGANTI 

Dalam persidangan, Panitera dibantu oleh Panitera Pengganti. 

Pada awal tahun 2019 Di Pengadilan Agama Maumere, tidak ada yang 

menjabat sebagai Panitera Pengganti, kemudian pada bulan Agustus 

2019, Pengadilan Agama Maumere mendapatkan 1 (satu) orang 

Panitera Pengganti, yakni Sigit Apriluberta, S.H., sementara 3 (tiga) 

orang Panitera Sidang/Panitera Pengganti merupakan jabatan 

merangkap yaitu sebagai Panitera (Drs. Yacub, M.H.), Panitera Muda 

Hukum (Abdullah, S.H., M.H.) dan panitera Muda Gugatan (Yuhermi 

Natar, B.A). Keadaan Panitera Sidang/Pengganti dapat digambarkan 

pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.4 

Bagan nama Panitera/Panitera Pengganti  

Pengadilan Agama Maumere 

 

No Nama  GOL. 

TMT  

Masa Kerja Ket Panitera 
Pengganti 

1 Yuhermi Natar, B.A. III/c 31-01-03 17 Tahun 01 Bulan Aktif 

2 Drs. Yacub, M.H IV/a 08-02-03 17 Tahun 00 Bulan Aktif 

3  Abdullah, S.H., M.H. III/d 04-01-16 03 Tahun 11 Bulan Aktif 

4  Sigit Apriluberta, S.H. III/b 01-08-19 00 Tahun 04 Bulan  Aktif 

 

Adapun uraian dan rincian tugas pokok dan fungsi Panitera 

Pengganti adalah sebagai berikut : 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Membantu Hakim dalam hal :  mengikuti dan mencatat jalannya 

persidangan perkara, membuat Penetapan Hari Sidang, membuat 

Berita Acara Persidangan semua peristiwa hukum yang terjadi dalam 

persidangan, menyelesaikan administrasi persidangan, mengetik 

Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang 

dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminutasi 

perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas 

khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi : 

1. Membantu Majelis dalam persidangan; 

2. Membuat berita acara persidangan; 

3. Mengetik Putusan; 

4. Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada petugas register 

setiap selesai sidang untuk dicatat dalam buku register yang 

bersangkutan; 

5. Membantu Ketua Majelis dalam minutasi perkara yang sudah 

diputus; 
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6. Menerima berkas perkara yang sudah diminutasi untuk disimpan 

dalam boks file perkara. 

 

4. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 

Untuk kelancaran persidangan, maka disetiap Pengadilan Agama 

ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti. Pada Pengadilan 

Agama Maumere tahun 2019 tugas kejurusitaan di laksanakan oleh           

1 (satu) orang Jurusita yaitu Hamzah Usman: 

Adapun uraian dan rincian tugas pokok dan fungsi Juru Sita/Juru 

Sita Pengganti adalah sebagai berikut : 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-

saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, 

melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), 

menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita 

iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada atasan dengan kebijaksanaan  yang 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi : 

1. Membuat relaas panggilan dan melakukan panggilan kepada para 

pihak; 

2. Melaporkan hasil panggilan kepada pimpinan; 

3. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang; 

4. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain : Pemanggilan 

terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan 

untuk teguran (Aanmaning), pemanggilan untuk persidangan, 

pengucapan ikrar talak dan penyitaan; 

5. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan 

pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-

cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 
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6. Melaksanakan sita jaminan, Aanmaning dan eksekusi atas perintah 

ketua pengadilan; 

7. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 

8. Membuat dan melaksanakan tabayun; 

9. Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib; 

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

5. SEKRETARIS 

Pada Pengadilan Agama Maumere ditetapkan adanya 

Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pada tahun 

2019 Sekretaris Pengadilan Agama Maumere dijabat oleh Rakimin 

Syarief, S.Ag.   Adapun uraian dan rincian tugas pokok dan fungsi 

Sekretaris adalah sebagai berikut: 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Merencanakan, membina dan melaksanakan pemberian pelayanan 

teknis dibidang administrasi  umum di lingkungan Pengadilan Agama 

Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua 

Pengadilan Agama Maumere  berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta membawahi Kepala Sub Bagian 

Perenecanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum 

dan Keuangan, Jabatan Fungsional Kesekretariatan (Arsiparis, Pranata 

Komputer, Pustakawan, dan Bendahara) dan Staf Kesekretariatan. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi : 

1. Membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi        

di bagian Kesekretariatan; 

2. Menyusun dan mengusulkan program kerja serta pembagian tugas 

pejabat dan staf bidang kesekretariatan; 

3. Memuat dan menandatangani surat keputusan yang berasal dari 

Kuasa Pengguna Anggaran; 
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4. Membuat jadwal rencana pelaksanaan/penarikan anggaran tahun 

2019; 

5. Menerbitkan surat perintah bayar uang persediaan; 

6. Menerbitkan dan mengajukan surat permintaan pembayaran uang 

persediaan, ganti uang persediaan, tambah uang persediaaan dan 

LS; 

7. Mengoreksi dan menandatangani administrasi pembukuan 

bendahara pengeluaran setiap bulan; 

8. Melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran setiap bulan 

dalam tahun anggaran 2019; 

9. Membuat dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca 

setiap bulan dalam kurun waktu tahun 2019 kepada UAPPA/PB, 

Wilayah dan Eselon I; 

10. Mengisi output realisasi anggaran tahun 2019 setiap bulan pada 

aplikasi monev anggaran dan per triwulan pada aplikasi Monev 

BAPPENAS; 

11. Menerima dan meneliti surat keluar dan memberikan arahan atas 

surat yang memerlukan petunjuk Sekretaris/KPA-B; 

12. Membuat dan menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa 

tahun anggaran 2019; 

13. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi dibidang kesekretariatan 

setiap bulan; 

14. Melaksanakan rapat BAPERJAKAT tahun 2019; 

15. Menandatangani surat perjalanan dinas tahun 2019; 

16. Membuat dan menyusun data dukung pagu definitif tahun anggaran 

2019 dan pagu indikatif tahun anggaran 2020; 

17. Mengkoordinasi dan mengelola laporan untuk disusun lebih lanjut; 

18. Menilai prestasi kerja bawahan. 

 

6. KEPALA SUB BAGIAN 

Sekretaris pada Pengadilan Agama Maumere dibantu oleh 3 (tiga) 

orang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari : 
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1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata 

Laksana, pada Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 dijabat 

oleh Tomi Pramana Putra, S.H. Adapun rincian dan uraian tugas 

pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian, 

penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Pengadilan 

Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi : 

1. Menyusun daftar nominatif Kenaikan Pangkat, memproses usul 

kenaikan pangkat, dan membuat SK kenaikan pangkat sesuai 

kewenangan Ketua Pengadilan Agama Maumere; 

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, 

pendataan dan pengembangan pegawai, perpindahan dan 

mutasi; 

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian pegawai (DP3-SKP) 

berdasarkan rekomendasi atasan; 

4. Mengusulkan dan memproses usul-usul jabatan baik struktural 

maupun fungsional; 

5. Mengontrol absensi pegawai dan mengupload dalam 

KOMDANAS; 

6. Mengontrol dan melengkapi data pegawai dalam aplikasi SIKEP; 

7. Menghimpun dan menyiapkan bahan rapat yang berkaitan 

dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian; 

8. Menyelengggarakan upacara pelantikan dan pengambilan 

sumpah PNS dan jabatan; 

9. Memproses usul pemberian penghargaan, tanda kehormatan 

dan bentuk penghargaan lainnya; 

10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. 
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2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, pada Pengadilan 

Agama Maumere dijabat oleh Fakar Nur Halim, S.Kom. Adapun 

rincian dan uraian tugas  pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum 

dan Keuangan adalah sebagai berikut : 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Memimpin pelaksanaan tugas di Sub Bagian Administrasi Umum 

dan Keuangan dalam rangka melaksanakan kegiatan rumah tangga 

kantor, perlengkapan, persuratan, kehumasan dan keuangan serta 

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pimpinan  berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi : 

1. Mengelola surat-surat masuk dan surat-surat keluar sesuai 

dengan petunjuk administrasi arsip dinamis; 

2. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, 

keamanan, keprotokolan, kearsipan, serta perpustakaan; 

3. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang 

kesekretariatan, kerumah tanggaan dan perlengkapan;  

4. Memantau dan mengawasi keadaan, keamanan, kebersihan 

kantor dan melaporkannya kepada atasan; 

5. Membuat daftar inventaris ruangan, kartu inventaris barang, surat 

izin penghunian dan memberikan nomor register pada barang-

barang inventaris milik negara yang ada di kantor Pengadilan 

Agama Maumere; 

6. Membuat laporan semesteran (DIPA 01 dan DIPA 04) dan 

laporan tahunan ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara 

Timur; 

7. Melaksanakan Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan, 

Akuntansi dan Verifikasi, Pengelolaan Barang Milik Negara dan 

Pelaporan Keuangan; 
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8. Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan 

administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

9. Mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Keuangan serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk 

penyelesaian masalahnya; 

10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. 

 

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan 

Pelaporan, Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 dijabat oleh  

Moch. Idris Djawas, S.Kom., M.H. Adapun rincian dan uraian tugas 

pokok dan fungsi dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi 

Informasi, dan Pelaporan adalah sebagai berikut: 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi : 

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan perencanaan, 

Informasi Teknologi dan pelaporan di lingkungan Pengadilan Agama 

Maumere, mendokumentasikan pengelolaan teknologi informasi, 

statistik serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere. 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi : 

1. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA); 

2. Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); 

3. Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau 

permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT); 

4. Memantau pelaksanaan DIPA; 
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5. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam 

website; 

6. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi 

server, komputer dan perangkat pendukungnya; 

7. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan computer dan 

pengelolaan sistem teknologi informasi; 

8. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan 

Laporan Kinerja Triwulan, Semesteran dan Tahunan; 

9. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring 

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain  yang diberikan Sekretaris 

dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

D. ISU STRATEGIS 

 

Peran strategis Pengadilan Agama Maumere sebagai Pengadilan 

Tingkat Pertama adalah dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam 

dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

sadaqah, dan ekonomi syariah di wilayah hukumnya yakni wilayah 

Kabupaten Sikka.  Dalam kaitannya sebagai organisasi Pengadilan Agama 

Maumere memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/Jurusita Pengganti          di bawah jajarannya agar peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 

Pengadilan Agama Maumere di wilayah hukumnya, memberikan 

pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Melakukan koordinasi 

dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang 

terkait, seperti Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. 
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Melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan 

riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya 

bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan.  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama 

Maumere masih dihadapkan beberapa kondisi objektif  yang harus 

diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal 

yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di 

pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Agama Maumere, 

antara lain : 

1. Dalam pelaksanaan setiap tahunnya penyelesaian perkara di 

Pengadilan Agama Maumere mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut dirasa belum 

sepenuhnya berjalan efektif, oleh sebab itu Pengadilan Agama 

Maumere berusaha meningkatkan profesionalitas agar pelayanan 

kepada para pencari keadilan dapat ditingkatkan untuk menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. 

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan 

perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik 

tentang minimnya sosialiasi serta akurasi informasi pada SIPP dan 

belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih 

terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja serta minimnya 

sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini. 

3.  Anggaran yang terbatas, kurangnya sarana prasarana yang 

berimplikasi menghambat pengembangan infrastrukur Teknologi 

Informasi baik itu mencakup Hardware, Software dan Jaringan (Local 

Area Network) sehingga sistem tidak dapat terintegrasi dengan baik. 

Sedangkan untuk Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan.  
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4. Target-target prioritas yang relevan dengan pembangunan zona 

integritas belum sepenuhnya terpenuhi.       

5. Masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan serta kurangnya 

pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan serta 

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen 

yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI. 

6. Manajemen Penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, 

diputus, hingga eksekusi putusan dalam prosesnya belum ada jaminan 

bahwa proses tersebut berlangsung cepat (One day publish). 

7. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih 

lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan 

terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan 

kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti 

independency, integrity, accountability, responsibility, transparanty, 

impartial dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan 

oleh seluruh warga peradilan.  

8. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu 

keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, 

masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme 

pengaduan. 
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang  

sedang dihadapi organisasi. 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan   capaian kinerja organisasi untuk  setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika 

ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 

dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 
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B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja. 

 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi  untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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B A B    I I 

P E R E N C A N A A N     S T R A T E G I S 
 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

 

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu Pengadilan Tingkat 

Pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Nusa Tenggara Timur (NTT) akan berupaya membuktikan dirinya benar-

benar dapat berkiprah sebagai aparatur Mahkamah Agung di daerah dalam 

memberikan pelayanan keadilan dan menjembatani sengketa di tengah-

tengah masyarakat atau berupaya sebagai fasilitator kesepakatan antara 

pihak yang memerlukan mediasi pengadilan.  

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika 

hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung 

keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi 

Pengadilan Agama Maumere untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan 

peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-

perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.  

Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya 

Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya 

(blueprint) pada Rakernas di Balikpapan, dan tindak lanjut. Hasil Rakernas 

Mahkamah Agung di di Jakarta, diperlukan pandangan visioner, didukung 

kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana 

langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua 

pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.  

Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2015-2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan 

jangka menengah Pengadilan Agama Maumere yang berisi tentang 

gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 

lima tahun oleh Pengadilan Agama Maumere beserta strategi yang akan 
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dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok 

dan fungsi yang diamanahkan.  

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan 

Agama Maumere telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah 

Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan 

Jangka menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019, yang telah ditetapkan 

pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang 

hukum dan aparatur.  

Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJMN 2015 

– 2019, pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui 

peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya 

konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi 

manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui tata 

kelola pemerintah yang baik (good governance).  

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015 – 2019 Pengadilan Agama 

Maumere akan mengalami reviu berdasarkan surat  keputusan Mahkamah 

Agung  RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 

tentang penetapan reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, 

sejalan dengan tuntutan perubahan internal dan eksternal. Demikian juga 

dengan Indikator Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja 

dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.  

1. VISI DAN MISI 

 

VISI, 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Agama Maumere. 

Visi Pengadilan Agama Maumere mengacu kepada Visi Mahkamah Agung 

RI, yaitu: 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung” 
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Visi 

Misi 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung“ 

� Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere; 

� Memberikan pelayanan hukum yang prima dan 

berkeadilan kepada pencari keadilan; 

� Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas 

aparatur Pengadilan Agama Maumere; 

� Meningkatkan pengawasan dan transparansi di 

Pengadilan Agama Maumere; 

� Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat  

pencari keadilan; 

� Pelayanan badan peradilan yang terjangkau kepada 

setiap pencari keadilan; 

 
Tujuan 

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Maumere 

untuk menjadikan Pengadilan Agama Maumere sebagai lembaga peradilan 

yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara. 

 

MISI  

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 

yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Agama Maumere dapat terlaksana 

dan terwujud dengan baik. 

Dalam rangka mencapai misi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan 

Agama Maumere sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere; 

2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada 

pencari keadilan; 

3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan 

Agama Maumere;  

4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama 

Maumere;  

Hubungan antara Visi, Misi dan tujuan 
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2. TUJUAN 
 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai 

dengan 2019. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

Pengadilan Agama Maumere. 

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere adalah 

sebagai berikut: 

a. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan serta kemudahan bagi 

masyarakat pencari keadilan; 

b. Pelayanan peradilan yang terjangkau bagi setiap pencari 

keadilan; 

 

3. SASARAN STRATEGIS   
 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama 

Maumere Tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan 

Agama Maumere yang telah direviu adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan 

Akuntabel 

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:  

� Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan; 

� Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu; 

� Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Banding; 

� Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; 

� Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali; 

� Index Kepuasan Pencari Keadilan; 
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2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah: 

� Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada 

Para Pihak tepat waktu; 

� Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; 

� Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan 

PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu; 

� Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah 

Putus; 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah: 

� Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan; 

� Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan; 

� Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum); 

� Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum;  

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini hanya 

menggunakan 1 (satu) indikator saja, yakni :  

� Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi); 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas 

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Agama 

Maumere telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut 

telah di reviu untuk mempertajam sasaran strategis. keterkaitan tujuan, 

sasaran, dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 2.1  

Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

 
 

NO. 

 

TUJUAN 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 

PENJELASAN INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

1 Memenuhi 

kebutuhan 

dan 

kepuasan 

serta 

kemudahan 

bagi 

masyarakat 

pencari 

keadilan 

1. Terwujudnya 

Proses 

Peradilan yang 

Pasti, 

Transparan, 

dan Akuntabel 

a. Persentase Sisa 

Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan 

Perbandingan antara jumlah 

sisa perkara perdata agama 

yang diselesaikan dengan 

jumlah sisa perkara perdata 

agama yang harus 

diselsaikan dikalikan 100% 

b. Persentase Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat 

Waktu 

Perbandingan antara jumlah 

perkara perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu 

dengan jumlah perkara 

perdata agama yang 

diselesaikan dikalikan 100% 

c. Persentase Perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding 

Perbandingan antara Jumlah 

perkara diputus yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

banding dengan jumlah 

perkara diputus dikalikan 

100% 

d. Persentase Perkara 

Yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 

Perbandingan antara jumlah 

perkara yang tidak diajukan 

upaya hukum kasasi dengan 

jumlah perkara yang diputus 

pada tahun berjalan dikalikan 

100% 

e. Persentase perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

Perbandingan antara perkara 

yang diputus yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali dengan 

jumlah perkara yang telah 

diputus dikalikan 100% 

f. Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 

Perbandingan antara jumlah 

responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 
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peradilan dengan jumlah 

responden pencari keadilan 

dikalikan 100% 

2 Pelayanan 

peradilan 

yang 

terjangkau 

bagi setiap 

pencari 

keadilan 

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak 

tepat waktu 

Perbandingan antara jumlah 

salinan putusan perkara 

perdata yang dikirm kepada 

para pihak tepat waktu 

dengan jumlah perkara 

perdata yang diputus 

dikalikan 100% 

b. Persentase Perkara  

yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 

Perbandingan antara jumlah 

perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi dengan 

jumlah perkara yang 

dilakukan mediasi dikalikan 

100% 

c. Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan Banding, 

Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat 

Waktu 

Perbandingan antara jumlah 

berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi 

dan PK yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu 

dengan jumlah berkas 

perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan PK 

dikalikan 100%  

d. Persentase Putusan 

Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

Perbandingan antara jumlah 

putusan perkara yang 

menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah putus 

dengan jumlah putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

dikalikan 100% 
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3. Meningkatnya 

Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara 

Prodeo yang 

Diselesaikan 

Perbandingan antara jumlah 

perkara prodeo yang 

diselesaikan dengan jumlah 

perkara prodeo dikalikan 

100% 

b. Persentase Perkara 

yang Diselesaikan di 

Luar Gedung 

Pengadilan 

Perbandingan antara jumlah 

perkara yang diselesaikan 

diluar gedung pengadilan 

dengan jumlah perkara yang 

harus diselesaikan diluar 

gedung pengadilan dikalikan 

100% 

c. Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum)

  

Perbandingan antara jumlah 

pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum 

(POSBAKUM) dengan jumlah 

pencari keadilan golongan 

tertentu dikalikan 100% 

d. Persentase Perkara 

Permohonan (voluntair) 

Identitas Hukum 

Perbandingan antara jumlah 

perkara permohonan 

(Voluntair) identitas hukum 

yang diselesaikan dengan 

jumlah perkara permohonan 

(voluntair) identitas hukum 

yang diajukan dikalikan 100% 

4. Meningkatnya 

Kepatuhan 

terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

a. Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

Ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) 

Perbandingan antara jumlah 

putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

dengan jumlah putusan 

perkara perdata yang sudah 

BHT dan dimohonkan untuk 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

dikalikan 100% 
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4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK 

 

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah 

Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk 

mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program 

dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Adapun program 

utama dan kegiatan pokok Pengadilan Agama Maumere mengacu pada 

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

- Program :  

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Mahkamah Agung RI; 

- Kegiatan :  

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan 

Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

2. Pengadaaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia 

- Indikator Kegiatan :  

1. Layanan Perkantoran/Operasional pemeliharaan kantor 

2. Pengadaan peralatan fasilitas Kantor/Perangkat Pengolah 

data dan komunikasi pendukung SIPP 

Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

� Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan; 

� Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu; 

� Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Banding; 

� Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; 

� Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali; 

� Index Kepuasan Pencari Keadilan; 

� Persentase Ketepatan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai 
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2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

- Program :  

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

- Kegiatan :  

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

 

- Indikator Kegiatan :  

Layanan Perkantoran/Operasional pemeliharaan kantor 

Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

� Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada 

Para Pihak tepat waktu; 

� Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; 

� Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan 

PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu; 

� Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah 

Putus; 

 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

- Program :  

Program Peningkatan Manajemen peradilan Agama 

- Kegiatan :  

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

- Indikator Kegiatan :  

1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan 

melalui Pembebasan Biaya Perkara 

2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan 

melalui sidang diluar gedung /Sidang terpadu 
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3. Peningkatan Pelayanan Publik di Peradilan Agama 

4. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum di Peradilan 

Agama 

Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

� Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan; 

� Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan; 

� Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum); 

� Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum; 

 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

- Program :  

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia 

- Kegiatan :  

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan 

Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

- Indikator Kegiatan :  

Layanan Perkantoran/Operasional pemeliharaan kantor 

Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

� Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi); 
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Tabel 2.2 

REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

PENGADILAN AGAMA MAUMERE 

  

No 
Tujuan 

Target 

jangka 

Menengah 

(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  

      

Memenuhi 

kebutuhan dan 

kepuasan serta 

kemudahan bagi 

masyarakat pencari 

keadilan   

Persentase Sisa Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan 
100 

Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan 
100 100 100 100 100 

Persentase Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan Tepat 

Waktu 

100 

Persentase Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan Tepat 

Waktu 

100 100 100 100 100 

Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

100 

Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

90 90 90 90 90 

Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 

100 

Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 

95 95 95 95 95 
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Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

100 

Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

95 95 95 95 95 

Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 
100 

Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 
100 100 100 100 80 

2.  

      

Pelayanan peradilan 

yang terjangkau 

bagi setiap pencari 

keadilan 

Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak tepat waktu 

100 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak tepat waktu 

100 100 100 100 100 

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi 
10 

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi 
10 10 10 10 10 

Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, 

dan PK yang Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat Waktu 

100 

Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, 

dan PK yang Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat Waktu 

100 100 100 100 100 
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Persentase Putusan Perkara 

yang Menarik Perhatian 

Masyarakat yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam Waktu 1 

Hari Setelah Putus 

100 

Persentase Putusan Perkara 

yang Menarik Perhatian 

Masyarakat yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam Waktu 1 

Hari Setelah Putus 

100 100 100 100 100 

3.  

      Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 
100 

Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 
100 100 100 100 100 

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar Gedung 

Pengadilan 

100 

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar Gedung 

Pengadilan 

100 100 100 100 100 

Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

100 

Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

100 100 100 100 100 

Persentase Perkara Permohonan 

(voluntair) Identitas Hukum 
100 

Persentase Perkara Permohonan 

(voluntair) Identitas Hukum 
100 100 100 100 100 

4.  

      Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

100 

Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

100 100 100 100 100 
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019 

 

Rencana kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere memuat 

angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen 

yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana 

Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja 

yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih 

dikenal sebagai perjanjian kinerja. 

Tabel 2.3  

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Maumere 

Tahun 2019 

 

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan 
100 

Persentase Perkara Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat Waktu 
100 

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding 
90 

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 
95 

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Peninjauan Kembali 
95 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 80 

2 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 

tepat waktu 

100 

Persentase Perkara yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 
10 

Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 

100 

Persentase Putusan Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

100 

3 Meningkatnya 

Akses Peradilan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 
100 
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bagi Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Perkara yang Diselesaikan di 

Luar Gedung Pengadilan 
100 

Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

100 

Persentase Perkara Permohonan (voluntair) 

Identitas Hukum 
100 

4 Meningkatnya 

Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 
100 

 

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen 

bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

Perjanjian Kinerja ini merupakan pelaksanaan peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019, adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.4  

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Maumere 

Tahun 2019 

 

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan 
100 

Persentase Perkara Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat Waktu 
100 

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding 
90 

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 
95 
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Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Peninjauan Kembali 
95 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 80 

2 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 

tepat waktu 

100 

Persentase Perkara yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 
10 

Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 

100 

Persentase Putusan Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

100 

3 Meningkatnya 

Akses Peradilan 

bagi Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 
100 

Persentase Perkara yang Diselesaikan di 

Luar Gedung Pengadilan 
100 

Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

100 

Persentase Perkara Permohonan (voluntair) 

Identitas Hukum 
100 

4 Meningkatnya 

Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 
100 

 

 PROGRAM KEGIATAN       ANGGARAN 

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung   Rp.2.119.889.000,- 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung    Rp.     13.000.000,- 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama     Rp.     63.840.000,- 
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D. LANGKAH-LANGKAH ATAU KEGIATAN YANG DILAKUKAN DALAM 

RANGKA PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama 

Maumere dalam rangka pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, yaitu: 

a. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja per indikator yang telah 

ditetapkan, sebagaimana dalam lampiran LKjIP Tahun 2019; 

b. Merumuskan arah kebijakan, strategi dan regulasi pencapaian kinerja 

yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maumere dengan 

melakukan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan yakni: 

1) Arah Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019. 

Arah kebijakan Pengadilan Agama Maumere dalam dalam rangka 

melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran 

sebagaimana tersebut pada Bab II adalah sebagai berikut : 

- Untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel, yaitu dengan : 

• Meningkatkan penyelesaian sisa perkara Perdata Agama; 

• Meningkatkan penyelesaian perkara Perdata Agama yang 

harus diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan; 

• Meningkatkan kualitas putusan perkara, sehingga perkara 

Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali; 

• Melakukan survey kepada para pencari keadilan tentang  

layanan Pengadilan Agama Maumere, untuk mengetahui 

tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan 

Pengadilan Agama Maumere; 

- Untuk    meningkatan    Efektivitas    Pengelolaan    Penyelesaian 

Perkara, yaitu: 
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• Meningkatkan salinan putusan perkara perdata yang dikirim 

kepada para pihak tepat waktu; 

• Meningkatkan Kompetensi Hakim Mediator agar lebih cakap 

guna menyelesaikan perkara melalui mediasi; 

• Meningkatkan kompetensi petugas untuk menyusun berkas 

perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan 

Kembali yang dajukan secara lengkap dan tepat waktu;  

• Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat 

yang dapat di upload agar dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus; 

- Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan, yaitu: : 

• Meningkatkan penyelesaian perkara prodeo; 

• Meningkatkan penyelesaian perkara yang dilakukan diluar 

gedung pengadilan; 

• Meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan 

golongan tertentu guna mendapat akses layanan bantuan hukum 

(Posbakum);  

• Meningkatkan akses dan layanan terhadap perkara permohonan 

(Voluntair) identitas hukum; 

- Untuk Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yaitu: 

• Meningkatkan tindak lanjut putusan perkara perdata (Dieksekusi); 

2) Strategi Pencapain Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019. 

Dalam   rangka   pencapaian   target   tahun   2019   yang   telah 

ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator 

sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang dilaksanakan 

adalah :  
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Tabel 2.5 

Strategi Pencapaian Kinerja 

NO. SASARAN/INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN 

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel 

Persentase Sisa 

Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan 

100 

Meningkatkan penyelesaian 

sisa perkara Perdata Agama 

12 

Perkara 

 

2.119.899.000,- 

13.000.000,- 

63.840.000,- 

Persentase Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat 

Waktu 

100 

Meningkatkan penyelesaian 

perkara perdata agama yang 

harus diselesaikan tepat 

waktu dalam tahun berjalan 

50 Perkara 

Persentase Perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding 

100 

 

 

 

 

Meningkatkan kualitas 

putusan perkara 

50 Perkara 

Persentase Perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 

100 50 Perkara 

Persentase Perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

100 50 Perkara 

Index Kepuasan 

Pencari Keadilan 
80 

Melakukan survey kepada 

para pencari keadilan 

tentang  layanan Pengadilan 

Agama Maumere 

50 

Responden 

2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak 

tepat waktu 

100 

Meningkatkan salinan 

putusan perkara perdata 

yang dikirim kepada para 

pihak tepat waktu 

50 Perkara 

 

2.119.899.000,- 

13.000.000,- 

63.840.000,- 

Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 
10 

Meningkatkan Kompetensi 

Hakim Mediator agar lebih 

cakap guna menyelesaikan 

perkara melalui mediasi 

10 Perkara 

Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan Banding, 

Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara 

100 

Meningkatkan kompetensi 

petugas untuk menyusun 

berkas perkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi 

dan Peninjauan Kembali 

50 Perkara 
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Lengkap dan Tepat 

Waktu 

yang dajukan secara lengkap 

dan tepat waktu 

Persentase Putusan 

Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

100 

Meningkatkan putusan yang 

menarik perhatian 

masyarakat yang dapat di 

upload agar dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 

hari setelah diputus 

50 Perkara 

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara 

Prodeo yang 

Diselesaikan 

100 

Meningkatkan penyelesaian 

perkara prodeo 15 Perkara 

 

2.119.899.000,- 

13.000.000,- 

63.840.000,- 

Persentase Perkara 

yang Diselesaikan di 

Luar Gedung 

Pengadilan 

100 

Meningkatkan penyelesaian 

perkara yang dilakukan diluar 

gedung pengadilan 
15 Perkara 

Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100 

Meningkatkan pelayanan 

terhadap para pencari keadilan 

golongan tertentu guna 

mendapat akses layanan 

bantuan hukum (Posbakum) 

15 Perkara 

Persentase Perkara 

Permohonan (voluntair) 

Identitas Hukum 
100 

Meningkatkan akses dan 

layanan terhadap perkara 

permohonan (Voluntair) 

identitas hukum 

20 Perkara 

4 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

100 

Meningkatkan tindak lanjut 

putusan perkara perdata 

(Dieksekusi) 50 Perkara 

2.119.899.000,-

13.000.000,- 

63.840.000,- 

 

3) Regulasi Pencapain Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 

2019 

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan  

Pengadilan Agama Maumere dibutuhkan  kerangka  regulasi dalam 
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rangka mendukung pencapaian sasaran strategis/indikator yang 

sudah ditetapkan, yaitu  sebagai berikut : 

Tabel 2.6 

Regulasi Pencapaian Kinerja 

No. Sasaran/Kegiatan 
Arah Kerangka 

Regulasi 
Kebutuhan Regulasi 

Penanggung 

Jawab 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan 

Meningkatkan frekuansi 

persidangan 
SK Ketua PA Tentang 

Penunjukan Majelis Hakim 
Kepaniteraan 

Persentase Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat 

Waktu 

Meningkatkan frekuansi 

persidangan 

SK Ketua PA tentang 

Jadwal Sidang 
Kepaniteraan 

Meningkatkan tertib 

berkara perkara 

SK Ketua PA tentang Tertib 

Berkas Perkara 
Kepaniteraan 

Mengintensifkan proses 

perkara dalam SIPP 

SOP SIPP dan SK Petugas 

SIPP 
Kepaniteraan 

Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

proses perkara 

Program kerja teknis dan 

administrasi perkara 

Perjanjian Kinerja Hakim 

Kepaniteraan 

Meningkatkan kualitas 

putusan 

Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

proses perkara 

Meningkatkan kualitas 

putusan 

Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan 

Kembali 

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

proses perkara 

Meningkatkan kualitas 

putusan 

Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 

Melakukan survey 

kepada para pencari 

keadilan 

SK Tim SKM Kesekretariatan 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan 

Putusan Perkara Perdata 

Mengefektifkan 

pelaksanaan One Day 

Minute 

SOP One Day Minutes 

SOP Pengiriman Putusan 

Kepaniteraan 
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yang dikirim kepada Para 

Pihak tepat waktu 

Melakukan Monitoring 

dan Evaluasi Salinan 

Putusan 

  

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui 

Mediasi 

Meningkatkan kualitas 

Hakim Mediator SK Hakim Mediator Kepaniteraan 

Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan Banding, 

Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat 

Waktu 

Mengefektifkan 

pelaksanaan One Day 

Minutes 

Melakukan Monev 

Pengiriman Berkas 

Putusan 

SOP One Day Minutes 

SOP Pengiriman Putusan 

 

Kepaniteraan 

Persentase Putusan 

Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

Mengefektifkan pengisian 

SIPP 

SK Ketua PA tentang Tim 

Petugas dan Pengelola 

SIPP 

Kepaniteraan 

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

proses perkara 

SOP Perkara Kepaniteraan 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara 

Prodeo yang 

Diselesaikan 

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

proses perkara 

SOP Prodeo Kepaniteraan 

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar 

Gedung Pengadilan 

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

proses perkara 

SOP Sidang diluar 

gedung/sidang keliling 
Kepaniteraan 

Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

proses perkara 

SK Posbakum 

MOU dengan Posbakum 

Kepaniteraan 

Persentase Perkara 

Permohonan (voluntair) 

Identitas Hukum 

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

proses perkara 

SOP Perkara Permohonan Kepaniteaan 

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

Ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) 

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

proses perkara 
SOP Eksekusi Kepaniteraan 
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B A B     I I I  

A K U N T A B I L I T A S    K I N E R J A 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA  ORGANISASI 

 

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Maumere merupakan bentuk 

pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja 

yang diperjanjikan. Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere tahun 2015-2019. Capaian 

kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi 

dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran 

yang ditetapkan telah tercapai atau tidak. Berdasarkan perjanjian kinerja, 

Pengadilan Agama Maumere mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dan     

15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama, hal tersebut merupakan amanat dari 

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

Pertanggungjawaban sumber daya manusia (public resources) ini 

merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen yang 

utama bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat 

sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah/lembaga negara 

kepada masyarakat telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis 

serta telah mentaati hukum dan aturan yang ada. 

Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good governance, 

Pengadilan Agama Maumere telah berupaya untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga peradilan 

yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan 

dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Maumere 

akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap 
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masyarakatnya, terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional. 

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki 

proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan 

strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan 

akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa 

perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan. 

Salah satu wujud dalam akuntabilitas kinerja adalah melakukan 

pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan 

yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan 

kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan 

setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), 

mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan 

realisasi untuk mendapatkan persentasenya. 

Capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 merupakan 

pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 

2019 yang merupakan rencana strategis tahun ke lima dalam renstra 2015-

2019 Pengadilan Agama Maumere. Capaian kinerja diukur dengan cara 

membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target 

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan 

tercapai atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut 

dibawah ini : 

 

Capaian   = Realisasi x 100%  
                                                       Target 
 

 

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja 

dengan menggunakan manajemen yang baik. Manajemen tersebut harus 

merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi umpan balik 

(feedback) bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, 

manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata 
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dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga 

terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil. 

Capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 dari 

masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan 

dibahas berikut ini : 

Tabel 3.1 

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Maumere 

Tahun 2019 

 
NO 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

 
REALISASI 

 
CAPAIAN 

 
1. 

 
Terwujudnya 
Proses peradilan 
yang pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

 

 
a. Persentase sisa perkara 

Perdata Agama yang 
diselesaikan 

b. Persentase perkara Perdata 
Agama yang diselesaikan 
tepat waktu 

c. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
Hukum Banding 

d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
Hukum Kasasi 

e. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
Hukum Peninjauan Kembali 

f. Index Responden pencari 
Keadilan  

 

 
100 % 

 
 

100 % 
 

 
90 % 

 
 

95 % 
 
 

95 % 
 
 

80 % 
 
 

 
100 % 

 
 

100% 
 

 
100% 

 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

 85,39% 

 
100% 

 
 

100% 
 

 
111,11 % 

 
 

105,26 % 
 
 

105,26 % 
 
 

106,73 % 
 

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1  104,73 % 

 
2. 

 
Peningkatan 
efektivilitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

 
e. Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang 
dikirim kepada para pihak 
tepat waktu 

f. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi 

g. Persentase berkas perkara 
yang dimohonkan Banding, 
Kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu. 

h. Persentase Putusan 
Perkara yang menarik 
perhatian masyarakat  yang 
dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah 
putus 
 

 
100 % 

 
 
 

10 % 
 

 
100 % 

 
 
 
 

100 % 
 
 
 

 
100 % 

 
 
 

0 % 
 

 
0 % 

 
 
 
 

0 % 

 
100 % 

 
 
 

0 % 
 

 
0 % 

 
 
 
 

0 % 

RATA-RATA SASARAN STRATEGIS   2  25 % 
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Realisasi 

Target 

x 100 

 
3. 

 
Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 
 

 
e. Persentase perkara Prodeo 

yang diselesaikan 
f. Persentase perkara yang 

diselesaikan di Luar Gedung 
Pengadilan 

g. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

h. Persentase Perkara 
Permohonan (Voluntair) 
Identitas Hukum 

 
100 % 

 
100 % 

 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 

 
100 % 

 
100 % 

 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 

RATA-RATA SASARAN STRATEGIS  3 100 % 

 
4. 

 
Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

 
Persentase Putusan Perkara 
yang ditindaklanjuti 
(Dieksekusi) 
 

 
100 % 

 
0 % 

 
0 % 

RATA-RATA SASARAN STRATEGIS   4 100 % 

 
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS DAN INDIKATOR 1,2,3,4 

 

 
75,22 % 

 

 

Catatan : Capaian Kinerja = 

 

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian 

kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun  2019  adalah sebesar  

75,22%. 

 

2. Analisa Capaian Kinerja tahun 2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dihitung berdasarkan 

keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir sejak tahun 2017, 2018, 2019. 

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan. Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan 

Agama Maumere Tahun 2019 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan 

sebagai berikut: 
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A. SASARAN STRATEGIS 1 

 

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel  

Sasaran Strategis “terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan 

dan akuntabel” merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan 

efisiensi penyelenggaraan perkara di Pengadilan Agama Maumere. 

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran 

ini meliputi 6 (enam) indikator. 

Tabel 3.2 

Capaian Sasaran Strategis 1 

No. Indikator 

Capaian Tahun (%) 

2017 2018 2019 

1 
Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang 

diselesaikan 
100 100 100 

2 
Persentase Perkara Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat Waktu 
92 83,56 100 

3 Persentase penurunan sisa perkara 93 (50) - 

4 
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding 
105 111,11 111,11 

5 
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 
105 105,25 105,26 

6 
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Peninjauan Kembali 
105 105,25 105,26 

7 Index Kepuasan Pencari Keadilan 100 100,46 106,73 

Capaian 100 79,38 104,73 
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Tabel 3.3 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 1  

Tahun 2019 
 

No. Sasaran Strategis Indikator 
Target 

2019 

Target 

I II III IV 

1 Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan 
100 100 100 - - 

Persentase Perkara Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat Waktu 
100 100 100 100 100 

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding 
90 90 90 90 90 

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 
95 95 95 95 95 

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Peninjauan Kembali 
95 95 95 95 95 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 80 - 80 - 80 

No. Aksi/Kegiatan 

 

Jadwal 

Pelaksanaan 

(Triwulan) 

 

Keluaran Program Kegiatan Dana (Rp) 

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Dukungan 

Manajemen 

dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

1. Pembinaan 

Administrasi 

dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan 

Urusan 

Administrasi 

2.Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana di 

Lingkungan 

Mahkamah 

Agung 

2.119.899.000,-

 

 

 

 

13.000.000,- 

 

 

 

 

 

Melakukan 

Penyelesaian sisa 

perkara tahun 2018 

I II III IV sisa perkara tahun 2018 

yang diselesaikan 

V V   

b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 

1. Melakukan 

penyelesaian 

perkara tahun 

berjalan (2019) 

2. Selalu melakukan 

Konsultasi ke 

Pengadilan Tinggi 

I II III IV 1. Perkara tahun berjalan 

yang diselesaikan 

2. Kompetensi Hakim 

Meningkat V V V V 
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Agama Kupang 

terkait 

penyelesaian 

perkara 

3. Melakukan 

monev 

     terhadap 

penyelesaian 

perkara 

pertriwulan 

4. Setiap Majelis 

diminta membuat 

jadwal 

penyelesaian 

perkara 

3.Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

63.840.000,- 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 

1. Meningkatkan 

kualitas Putusan 

2. Meningkatkan 

akses masyarakat 

terhadap proses 

banding  

3. Meningkatkan 

kualitas putusan 

melalui diskusi 

hukum 

I II III IV Putusan yang berkualitas 

yang memenuhi rasa 

keadilan 

V V V V 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 

1. Meningkatkan 

kualitas Putusan 

2. Meningkatkan 

akses masyarakat 

terhadap proses 

Kasasi 

3. Meningkatkan 

kualitas putusan 

melalui diskusi 

hukum 

I II III IV Putusan yang berkualitas 

yang memenuhi rasa 

keadilan 

V V V V 

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali 

1. Meningkatkan 

kualitas putusan 

2. Meningkatkan 

akses masyarakat 

terhadap proses 

I II III IV Putusan yang berkualitas 

yang memenuhi rasa 

keadilan V V V V 
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Peninjauan 

Kembali 

3. Meningkatkan 

kualitas putusan 

melalui diskusi 

hukum 

f. Index responden Pencari Keadilan 

Melakukan survey 

pada para pencari 

keadilan yang 

puas terhadap 

layanan 

Pengadilan 

Agama Maumere 

I II III IV Laporan hasil survey IKM 

semester 1 dan 2 

 V  V 
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a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan 

Indikator  kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” adalah 

perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata agama yang 

diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata agama yang harus 

diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara 

tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena 

perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun 

berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, Pada tahun 

2019 nilai capaian sisa perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama 

Maumere memenuhi target yang telah ditetapkan pada Rencana 

Strategis yakni 100%. Jumlah sisa perkara pada tahun sebelumnya 

(2018) sebanyak 12 (dua belas) perkara berhasil diselesaikan pada 

bulan April 2019. 

Tabel 3.4 

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere  

Tahun 2017, 2018 dan 2019 
 

 

TAHUN 

 

Perkara 

 
Sisa 

Tahun 
Lalu 

 

Masuk 

 

Putus 

 

Sisa 

 

Banding 

 

Kasasi 

 

PK 

2017 

Gugatan 7 28 20 8 0 0 0 

Permohonan 0 40 40 0 0 0 0 

 JUMLAH 7 68 60 8 0 0 0 

2018 

Gugatan 8 34 25 9 0 0 0 

Permohonan 0 31 28 3 0 0 0 

 JUMLAH 8 65 53 12 0 0 0 

2019 

Gugatan 9 28 34 3 0 0 0 

Permohonan 3 27 30 0 0 0 0 

 JUMLAH 12 55 64 3 0 0 0 
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Grafik 3.1 

Sisa Perkara Tahun 2017 – 2019 
 

 

 

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%,  

realisasi 100%  sehingga capaian pada indikator sisa perkara yang 

harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah : 

(100/100) x 100 % = 100 % 

Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Maumere dalam hal penyelesaian 

sisa perkara pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2017- 2019 sesuai 

dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam renstra. 

Ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan realisasi kinerja 

Pengadilan Agama Maumere selalu berupaya menyelesaikan sisa 

perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan ditahun 

berikutnya. 

Keberhasilan capaian indikator penyelesaian sisa perkara sangat 

ditunjang oleh program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01, yang membantu 

dalam rangka menciptakan sumber  daya manusia yang berkualitas, 

berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan 

sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya 

2017 2018 2019

Sisa Perkara 7 8 12

Capaian 100% 100% 100%

7
8

12

100% 100% 100%

Sisa Perkara Capaian Linear (Capaian)
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dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

khususnya  dalam penyelesaian sisa perkara. 

 

b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu 

Indikator  kinerja “Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan 

tepat waktu” adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata agama 

yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata agama 

yang diselesaikan.  

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%,  

realisasi 100%  sehingga capaian pada indikator sisa perkara yang 

harus diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 adalah : 

(100/100) x 100 % = 100 % 

Capaian indikator ini telah berhasil memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Kinerja Pengadilan Agama Maumere sepanjang 2017 

sampai dengan tahun 2019 adalah sesuai dengan target jangka 

menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama 

Maumere tahun 2015 – 2019. Hal ini menunjukkan kinerja positif 

Pengadilan Agama Maumere yang selalu konsisten dan maksimal 

dalam menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat tepat 

transparan dan akuntabel. 

Capaian maksimal pada indikator ini merupakan hasil pelaksanaan dan 

efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, 

transparan dan akuntabel. Pengadilan Agama Maumere secara  

konsisten juga menerapkan SOP penyelesaian perkara yaitu sejak 

perkara diterima dan didaftarkan ke dalam buku register perkara, pada 

hari yang sama atau 1 hari kemudian sudah ditetapkan majelis hakim 

yang menangani perkara tersebut sekaligus ditetapkan tanggal sidang 

perkara tersebut.  
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Tabel 3.5 

Jenis dan Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu  

Tahun 2019 
 

No Jenis Perkara Jumlah Perkara 

1. Cerai Gugat 26 Perkara 

2. Cerai Talak 7 Perkara 

3. Itsbat Nikah 24 Perkara 

4. Izin Poligami 1 Perkara 

5. Gugat Waris - Perkara 

6. Harta Bersama - Perkara 

7. Penetapan Ahli Waris - Perkara 

8. Dispensasi Nikah 5 Perkara 

9. Pembatalan Nikah - Perkara 

10. Hadhanah - Perkara 

11. Perwalian 1 Perkara 

 JUMLAH 64 Perkara 

 

Tahun 2019 Indikator perkara perdata agama yang diselesaikan tepat 

waktu memiliki capaian sebesar 100% yang terdiri dari 37 perkara 

gugatan dan 27 perkara permohonan. Jika dibandingkan dengan 

tahun 2018 yang memiliki nilai capaian sebesar 83,56%, maka tahun 

2019 Pengadilan Agama Maumere mengalami kenaikan sebanyak 

16,44% menjadi sempurna 100%.  Dengan kenaikan nilai capaian dari 

tahun sebelumnya tersebut Pengadilan Agama Maumere telah 

mencapai target (100%).  

Nilai Capaian tahun 2017 adalah 92 % dan 2018 tidak mencapai 90%, 

akan tetapi tahun 2019 mengalami peningkatan yakni pencapaiannya 

> 90%. Nilai capaian tertinggi dialami pada tahun 2019, yang pada 

tahun tersebut Pengadilan Agama Maumere berhasil menyelesaikan 

seluruh perkara sisa maupun perkara dalam tahun berjalan yang telah 

putus tepat waktu diluar 3 (tiga) perkara sisa di akhir tahun 2019. 
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Konsistensi atas pelaksanaan SOP penyelesaian perkara sangat 

mempengaruhi terhadap tingkat penyelesaian perkara tepat waktu 

sesuai SOP penyelesaian perkara. 

Faktor keberhasilan pada indikator perkara perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu  sangat ditunjang oleh Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung pada DIPA 01, yang membantu dalam rangka menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional 

perkantoran dengan baik. Selain itu pada program peningkatan 

sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana 

prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam 

penyelesaian perkara secara tepat waktu. Sarana prasarana yang 

diadakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi.  

 

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding” adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus 

yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara 

diputus. Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari 

keadilan atas kualitas putusan dan keadilan putusan pengadilan agama 

Maumere selaku badan peradilan tingkat pertama. Semakin rendah 

masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan 

semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan 

Agama Maumere. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi 

masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan 

semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan 

Agama Maumere. 

Pada Tahun 2019, Realisasi indikator persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding  adalah 111,11%. Realisasi indikator 

perkara yang tidak mengajukan banding sangat baik karena telah 

mencapai target yang ditetapkan.  
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Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 90%,  

realisasi 100%  sehingga capaian pada indikator persentase perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini pada tahun 2019 

adalah : 

(100/90) x 100 % = 111,11 % 

 

Grafik 3.2 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan Banding 

Tahun 2017 – 2019 

 

 

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Banding pada Pengadilan Agama Maumere dari tahun 2017 sampai 

dengan 2019 mencapai maksimal dan melebihi target yang telah 

ditetapkan, karena tidak ada satupun perkara yang mengajukan upaya 

hukum Banding yang kemudian dapat diasumsikan bahwa seluruh pihak 

yang berperkara di Pengadilan Agama Maumere merasa puas dengan 

kualitas putusan di tingkat pertama. Oleh karena itu, setiap majelis 

hakim berusaha selalu profesional dan konsisten berpedoman kepada 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di 

tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Maumere yang menunjang 

dan menjadikan indikator ini berhasil antara lain Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

2017 2018 2019

Upaya Hukum 0 0 0

Capaian 105% 111% 111%

0 0 0

105%
111% 111%

Upaya Hukum

Capaian
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pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang 

membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik. Pada 

program peningkatan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, 

mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim 

dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

khususnya dalam menghasilkan putusan perkara yang berkualitas dan 

adil sehingga berimplikasi terhadap banyaknya perkara yang tidak 

diajukan upaya hukum pada tahun tersebut. 

 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak 

diajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada 

tahun berjalan. Sama halnya dengan Banding, Indikator keempat ini 

juga menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas 

putusan Pengadilan Agama Maumere selaku tingkat pertama, dan 

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagai tingkat 

banding. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan 

upaya hukum Kasasi, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya 

terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. 

Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari 

keadilan melakukan upaya hukum Kasasi, menunjukkan semakin 

rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan pada tingkat 

Banding. 

Pada Tahun 2019, sama halnya dengan tahun 2017 dan 2018 lalu. 

Realisasi indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi  adalah 100%. Realisasi indikator perkara yang tidak 

mengajukan Kasasi sangat baik karena telah mencapai target yang 

ditetapkan.  
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Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 95%,  

realisasi 100%  sehingga capaian pada indikator Persentase perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2019 adalah : 

(100/95) x 100 % = 105,26 % 

Grafik 3.3 

Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

Tahun 2017 - 2019 

 

 

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Kasasi pada Pengadilan Agama Maumere dari tahun 2017 sampai 

dengan 2019 tidak ada satupun perkara yang mengajukan upaya hukum 

Kasasi yang kemudian dapat diasumsikan bahwa seluruh pihak yang 

berperkara di Pengadilan Agama Maumere merasa puas dengan 

putusan di tingkat pertama. 

Program pada Pengadilan Maumere yang menunjang dan menjadikan 

indikator ini berhasil antara lain Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 

dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang membantu dalam 

rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, 

berjalannya operasional perkantoran dengan baik. Pada program 

peningkatan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, 

mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim 

dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

2017 2018 2019

Upaya Hukum 0 0 0

Capaian 105% 105% 105%

0 0 0

105% 105% 105%

Upaya Hukum

Capaian
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khususnya dalam menghasilkan putusan perkara yang berkualitas dan 

adil sehingga berimplikasi terhadap banyaknya perkara yang tidak 

diajukan upaya hukum pada tahun tersebut. 

 

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali 

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum Peninjauan Kembali” adalah perbandingan antara perkara yang 

diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 

dengan jumlah perkara yang telah diputus.  

Sama halnya dengan Banding, dan Kasasi, Indikator ini juga menjadi 

tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan 

Pengadilan Agama Maumere selaku tingkat pertama, dan Pengadilan 

Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagai tingkat Banding serta 

Mahkamah Agung sebagai tingkat Kasasi. Semakin rendah masyarakat 

pencari keadilan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, 

menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan 

Mahkamah Agung sebagai tingkat Kasasi. Begitu pula sebaliknya, 

apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya 

hukum Peninjauan Kembali, menunjukkan semakin rendah tingkat 

kepuasannya terhadap putusan Pengadilan pada tingkat Kasasi. 

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 95%,  

realisasi 100%  sehingga capaian pada indikator Persentase perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2019 adalah : 

(100/95) x 100 % = 105,26 % 
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Grafik 3.4 

Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

Tahun 2017 – 2019 

 

 

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Maumere dari tahun 2017 

sampai dengan 2019 tidak ada satupun perkara yang mengajukan 

upaya hukum tersebut, yang kemudian dapat diasumsikan bahwa 

seluruh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Maumere merasa 

puas dengan putusan di tingkat pertama, Banding dan Kasasi. 

 

f. Index responden pencari keadilan 

Indikator kinerja “Index responden pencari keadilan” adalah 

perbandingan antara jumlah responden pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. 

Indikator  index responden pencari keadilan diukur mengacu pada 

Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari  2004 

tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai  Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan 

Masyarakat. 

2017 2018 2019

Upaya Hukum 0 0 0

Capaian 105% 105% 105%

0 0 0

105% 105% 105%

Upaya Hukum

Capaian



  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

PENGADILAN AGAMA MAUMERE 2019 80 

 

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik terdapat 9 unsur/indikator, Adapun 9 unsur/indikator 

yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Kepuasan Pencari 

Keadilan, yang meliputi  

1. Persyaratan 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

3. Waktu Penyelesaian 

4. Biaya/Tarif  

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana  

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

9. Sarana dan prasarana 

Capaian indikator  index responden  pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2019 

sebanyak 85,39 %, termasuk dalam kategori mutu pelayanan dengan 

nilai B, dengan nilai indeks Kepuasan Masyarakat yang  diperoleh     

tersebut, berimplikasi pada konsistensi pelayanan publik di Pengadilan 

Agama Maumere menuju nilai capaian index kepuasan responden 

pencari keadilan sebanyak 100% walaupun target yang ingin dicapai 

pada tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere menargetkan hanya 80% 

dari semua responden dan realisasi yang tercapai adalah 85,39% 

sehingga capaian pada indikator Index responden pencari keadilan pada 

tahun 2019 adalah : 

(85,39/80) x 100 % = 106,73 % 

Kondisi ini menerangkan bahwa setiap responden mempunyai pola fikir 

dan pemahaman serta tingkat kepuasan berbeda beda, oleh sebab itu 

Pengadilan Agama Maumere memandang hal ini secara realitas yang 

ada di masyarakat pencari keadilan yang menjadi responden. Walaupun 

demikian, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Maumere 
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secara konsisten terus berusaha memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan  yang mengaturnya. 

Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Maumere pada 

Tahun 2019 mempunyai kategori “BAIK”. Pada tahun 2019 Pengadilan 

Agama Maumere menitik beratkan pada dua hal penting yang harus 

diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. 

Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya 

mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan 

pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah 

indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan 

dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta 

pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut 

adalah tabel nilai persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu 

pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut PERMENPAN RB Nomor 

14 Tahun 2017 : 

Tabel 3.6 

Persepsi Interval Konversi SKM 
NILAI 

PERSEPSI 

NILAI 

INTERVAL 

IKM 

NILAI 

INTERVAL 

KONVERSI 

IKM 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA 

UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00-2,59 25,00-64,99 D Tidak baik 

2 2,60-3,06 65,00-76,60 C Kurang baik 

3 3,06-3,53 76,61-88,30 B Baik 

4 3,53-4,00 88,31-100,00 A Sangat baik 

 

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2019 mengalami 

pengurangan dari tahun sebelumnya hanya menjadi 9 unsur dari yang 

sebelumnya 16 unsur. Realisasi Indikator Indeks responden Pengadilan 

Agama Maumere yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama 

Maumere Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.7 

Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan 

Tahun2019 

No. Unsur Pelayanan 

Nilai 

Unsur 
Mutu 

Pelayanan Pelayanan 

1 Kesesuaian persyaratan pelayanan 3.16 Baik 

2 Kemudahan prosedur pelayanan 3,17 Baik 

3 
Kecepatan waktu dalam memberikan 

pelayanan 
3.12 Baik 

4 
Kewajaran biaya/tarif dalam 

pelayanan 
3.41 Baik 

5 Kesesuaian produk pelayanan 3.95 
Sangat 

Baik 

6 Kompetensi/kemampuan petugas 3.22 Baik 

7 Perilaku petugas pelayanan 3.52 Baik 

8 Kualitas sarana dan prasarana 3.43 Baik 

9 
Penanganan pengaduan pengguna 

layanan 
3.76 

Sangat 

Baik 

Rata-rata tertimbang 3,42 Baik 

 

Catatan :  Warna Hijau menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan 

Grafik 3.5 

Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Pada Unit Pelayanan  

Pengadilan Agama Maumere 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.7 dan Grafik 3.5 menunjukkan bahwa dari  7 (tujuh) 

unsur pelayanan sudah baik, dimana semua unsur telah mencapai nilai 

yang tergolong tinggi dalam hal pelayanan, dan 2 (dua) Unsur pelayanan 

yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah unsur 

0

1

2

3

4

5

Survey Kepuasan Masyarakat

Capaian
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Kesesuaian produk pelayanan dan Penanganan pengaduan pengguna 

layanan. Semua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat 

sudah baik, Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan 

masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas 

pelayanan yang diberikan saat ini. 

Dengan melihat hasil persentase Realisasi kinerja serta capaian kinerja  

Pengadilan Agama Maumere pada Sasaran strategis 1 dan indikator 

kinerja (1-6), maka dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2019 terdapat 

2 (dua) indikator yang mampu mencapai target, yakni Persentase sisa 

perkara perdata agama yang diselesaikan, dan persentase perkara 

perdata agama yang diselesaikan tepat waktu, sedangkan persentase 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Kasasi dan 

Peninjauan Kembali melebihi target yang telah ditetapkan, yakni 

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada 

111,11%, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Kasasi pada 105,26% dan persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Peninjauan Kembali pada 105,26% juga. Hal ini 

membuktikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan 

terhadap putusan Pengadilan Agama Maumere mencapai maksimal, 

serta index responden pencari keadilan juga telah melebihi target, yakni 

terealisasi 85,39% (85%) dari 80% target yang telah ditetapkan, maka 

pencapaiannya adalah 106,73%.  

 Dari hasil capaian atas realisasi kinerja Pengadilan Agama Maumere, 

secara umum jika dilihat dari rata-rata nilai capaian kinerja Pengadilan 

Agama Maumere sejak tahun 2017-2019 maka Realisasi Kinerja 

Pengadilan Agama Maumere dapat dikatakan “berhasil” atau “baik” 

ataupun “meningkat”. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama 

Maumere dalam mewujudkan sasaran strategis bagi proses peradilan 

yang pasti, transparan dan akuntabel dilaksanakan secara maksimal. 
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B. SASARAN STRATEGIS 2 

 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Penetapan Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

merupakan penunjang dari keberhasilan sasaran strategis pertama, 

dimana untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel perlu diiringi oleh Peningkatan efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat 

dapat terlaksana dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator. 

Tabel 3.8 

Capaian Sasaran Strategis 2 

No. Indikator 

Capaian Tahun (%) 

2017 2018 2019 

1 
Persentase Salinan putusan perkara perdata 

yang dikirim kepada pihak tepat waktu 
100 100 100 

2 
Persentase perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi 
214,2 142,9 0 

3 

Persentase berkas perkara yang dimohonkan 

Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu 

105 0 0 

4 

Persentase putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 

0 0 0 

Capaian 104,8 121,45 25 
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Tabel 3.9 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 2 

Tahun 2019 
 

No. Sasaran Strategis Indikator 
Target 

2019 

Target 

I II III IV 

2 Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan putusan perkara perdata 

yang dikirim kepada pihak tepat waktu 
100 100 100 100 100 

Persentase perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi 
10 10 10 10 10 

Persentase berkas perkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

100 100 100 100 100 

Persentase putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah 

putus 

100 100 100 100 100 

No. Aksi/Kegiatan 

 

Jadwal 

Pelaksanaan 

(Triwulan) 

 

Keluaran Program Kegiatan Dana (Rp) 

2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim 

kepada pihak tepat waktu 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

1. Pembinaan 

Administrasi 

dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan 

Urusan 

Administrasi 

2.Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana di 

Lingkungan 

Mahkamah 

Agung 

3.Peningkatan 

Manajemen 

2.119.899.000,-

 

 

 

 

 

13.000.000,- 

 

 

 

63.840.000,- 

1. Melakukan 

Pengiriman 

putusan perkara 

perdata yang 

telah putus 

kepada para 

pihak tepat waktu 

2.Penyelesaian 

Perkara 

3. Pengiriman Salinan 

Putusan tepat waktu 

I II III IV Salinan Putusan diterima 

oleh para pihak tepat 

waktu 

V V V V 

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 
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1. Mengarahkan 

Para Pihak 

menyelesaikan 

perkaranya 

dengan mediasi 

2. Penyelesaian 

Perkara 

3. Meningkatkan 

kualitas Hakim 

Mediator 

4. Mengirim Hakim 

Mediator untuk 

mengikuti ujian 

sertifikasi 

mediator 

5. Mengarahkan 

para pihak 

berperkara 

menyelesaikan 

perkaranya 

melalui Mediasi 

I II III IV 1. Hasil Mediasi yang 

berkualitas yang 

memenuhi rasa 

keadilan 

2. Meningkatnya 

kompetensi Mediator 

Peradilan 

Agama 

V V V V 

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi 

dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu  

1. Melakukan 

Pengiriman 

permohonan 

Banding, Kasasi 

dan PK kepada 

tingkat Banding, 

Kasasi dan PK 

secara lengkap 

dan tepat waktu 

2. Penyelesaian 

Perkara 

3. Meningkatkan 

akses masyarakat 

terhadap proses 

banding, kasasi 

dan PK 

4.  Mengirimkan 

permohonan 

Banding, Kasasi 

dan PK secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

I II III IV Permohonan Banding, 

Kasasi, dan PK diterima 

oleh tingkat lanjut secara 

lengkap dan tepat waktu 

V V V V 

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 

hari setelah putus 

1. Mengupload 

putusan perkara 

I II III IV 
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yang menarik 

perhatian 

masyarakat ke 

direktori putusan 

tepat waktu 

2. Meningkatkan 

akses masyarakat 

terhadap putusan 

secara online 

V V V V 

Akses masyarakat 

terhadap putusan perkara 

yang menarik perhatian 

dapat segera didapat 

dengan mudah dan cepat 
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a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

Indikator kinerja “persentase salinan putusan perkara perdata yang 

dikrim kepada para pihak tepat waktu” adalah perbandingan antara  

jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak 

tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. 

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%,  

realisasi 100%  sehingga capaian pada indikator Persentase salinan 

putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 

pada tahun 2019 adalah : 

(100/100) x 100 % = 100 % 

 

Pada tahun 2019 perkara yang putus sebanyak 64 perkara. Salinan 

putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 64 

perkara atau 100% dengan tingkat capaian 100%, mengacu pada SEMA 

Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 02 Tahun 2010 

tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, salinan putusan 

dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak 

putusan diucapkan. Dengan demikian target penyampaian Salinan 

putusan ke para pihak tepat waktu yang di targetkan 100% dalam Restra 

tercapai. Ini menggambarkan bahwa kinerja Pengadilan Agama 

Maumere untuk Indikator persentase salinan putusan perkara perdata 

yang dikirim kepada para pihak selalu tepat waktu, konsisten dan 

maksimal atau berhasil memberikan pelayanan yang “terbaik” bagi para 

pencari keadilan. 
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Grafik 3.6 

Putusan yang dikirim tepat waktu 

 

 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

Indikator kinerja “persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” 

adalah perbandingan antara  jumlah perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. 

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 10%,  

realisasi 0%, sehingga capaian pada indikator Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019 adalah : 

(0/10) x 100 % = 0 % 

 

Pada tahun 2019 terdapat 10 perkara yang dilakukan mediasi namun 

kesemuanya itu tidak berhasil. Tidak adanya capaian kinerja perkara 

yang diselesaikan melalui mediasi (0%) menandakan belum tingginya 

kesadaran masyarakat akan arti pentingnya mediasi dalam berperkara. 

Namun itu juga menjadi motivasi bagi Pengadilan Agama Maumere 

khususnya Hakim Mediator untuk meningkatkan kemampuan dalam hal 

mediasi dan dalam memberikan pemahaman tentang mediasi kepada 

para pihak. 
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Tabel 3.10 

Realisasi Mediasi 

Tahun 2017 - 2019 

No. TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 2017 5 10,71 214,2 

2 2018 10 14,29 142,9 

3 2019 10 0 0 

 

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan 

PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

Indikator kinerja “persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, 

Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu” adalah 

perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, 

kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan 

jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. 

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%,  

realisasi 0%, sehingga capaian pada indikator Persentase berkas 

perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang dajukan secara 

lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 adalah : 

(0/0) x 100 % = 0 % 

Pencapaian ini tidaklah berarti buruk, dikarenakan Pengadilan Agama 

Maumere pada tahun 2019 tidak memiliki perkara yang mengajukan 

upaya hukum lanjutan, sehingga indikator ini tidak dapat di ukur. 

Ketiadaan perkara yang sudah diputus dan mengajukan upaya hukum 

lanjutan menunjukkan kepuasan para pihak terhadap kualitas putusan 

Pengadilan Agama Maumere pada tahun dimaksud.   

 

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 

Indikator kinerja “persentase putusan yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari 

setelah putus” adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara 
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yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat. 

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%,  

realisasi 0%, sehingga capaian pada indikator Persentase putusan yang 

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus pada tahun 2019 adalah : 

(0/0) x 100 % = 0 % 

Tabel 3.11 

Capaian persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 

Tahun 2017 - 2019 

Tahun 

Jumlah 

putusan  

perkara yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

Jumlah putusan perkara 

yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah 

putus 

Target Realisasi Capaian 

2017 0 0 100 0 0 

2018 0 0 100 0 0 

2019 0 0 100 0 0 

 

Tahun 2019 realisasi  indikator  ini tidak dapat mencapai target yang 

ditetapkan. Hal ini dikarenakan selama kurun waktu tahun 2017 - 2019 

Pengadilan Agama Maumere belum pernah menerima perkara yang 

menarik perhatian masyarkat sehingga capaian indikator ini selalu 0%. 

Meski demikian, target  jangka menengah  yang dituangkan  dalam 

Renstra  Pengadilan Agama Maumere 2015 - 2019 tetap konsisten 

sebesar 100%  untuk mengantisipasi jika terdapat  perkara ekonomi 

syari’ah. 
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C. STRATEGIS 3 – INDIKATOR 3 

 

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

 

Sasaran strategis, “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan” merupakan sasaran yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 

Pengadilan. Sasaran ini diukur menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja 

Utama. 

Tabel 3.12 

Capaian Sasaran Strategis 3 

No. Indikator 

Capaian Tahun (%) 

2017 2018 2019 

1 Persentase Prodeo yang diselesaikan 100 100 100 

2 
Persentase perkara yang diselesaikan di luar 

gedung pengadilan 
100 100 100 

3 

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan bantuan hukum 

(Posbakum) 

0 100 100 

4 
Persentase perkara permohonan (Voluntair) 

identitas hukum  
100 100 100 

Capaian 75 100 100 
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Tabel 3.13 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 3 

Tahun 2019 

No. Sasaran Strategis Indikator 
Target 

2019 

Target 

I II III IV 

3 Meningkatnya Akses Peradilan 

bagi masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Prodeo yang diselesaikan 100 100 100 100 100 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar 

gedung pengadilan 
100 100 100 100 100 

Persentase Pencari Keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

100 100 100 100 100 

Persentase perkara permohonan (Voluntair) 

identitas hukum 
100 100 100 100 100 

No. Aksi/Kegiatan 

 

Jadwal 

Pelaksanaan 

(Triwulan) 

 

Keluaran Program Kegiatan Dana (Rp) 

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

a. Persentase Prodeo yang diselesaikan Dukungan 

Manajemen 

dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

1. Pembinaan 

Administrasi 

dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan 

Urusan 

Administrasi 

2.Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana di 

Lingkungan 

Mahkamah 

Agung 

3.Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

2.119.899.000,-

 

 

 

 

 

13.000.000,- 

 

 

 

63.840.000,- 

Melakukan bantuan 

pembebasan biaya 

perkara 

I II III IV Pembebasan Biaya 

perkara (prodeo) 

V V V V 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung 

pengadilan 

Melakukan 

kegiatan sidang di 

luar gedung 

Pengadilan  

I II III IV Sidang di luar gedung 

Pengadilan 

V V V V 

c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum)  

Melakukan layanan 

Jasa Bantuan 

Hukum  

I II III IV Bantuan hukum 

V V V V 

d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum 
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1. Mengupload 

putusan perkara 

yang menarik 

perhatian 

masyarakat ke 

direktori putusan 

tepat waktu 

2. Pengadaan 

perangkat 

pengolah data dan 

komunikasi 

3. Melakukan 

pemeliharaan 

peralatan dan 

mesin 

I II III IV 1. Terjaminnya fasilitas 

pendukung guna 

proses percepatan 

penyelesaian perkara 

2. Terpeliharanya 

peralatan dan mesin 

V V V V 
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a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

Indikator kinerja “persentase perkara prodeo yang diselesaikan” adalah 

perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan 

jumlah perkara prodeo. 

Seperti halnya dengan tahun 2017 dan tahun 2018, Target tahun 2019 

yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%,  realisasi 100%, 

sehingga capaian pada indikator Persentase prodeo yang diselesaikan 

pada tahun 2019 adalah : 

(100/100) x 100 % = 100 % 

Grafik 3.7 

Perkara Prodeo 

 

 

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara 

prodeo sebanyak 29 perkara, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Perkara Cerai Talak sebanyak    2  perkara 

b. Perkara Cerai Gugat sebanyak    6  perkara 

c. Perkara Isbat Nikah sebanyak 21  perkara 

Perkara prodeo ditanggung DIPA 04. Realisasi kinerja untuk tahun 2019 

adalah 100% atau seluruh perkara prodeo berhasil diselesaikan.  

2017 2018 2019

Perkara Prodeo 40 29 29

Capaian 100% 100% 100%

40

29 29
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100% 100%
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Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama 

Maumere terhadap penyelesaian perkara prodeo “sangat baik” atau 

“berhasil” mencapai target. Untuk tahun selanjutnya, Pengadilan Agama 

Maumere akan meningkatkan layanan peradilan terutama untuk 

masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. 

 

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 

Indikator kinerja “persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung 

pengadilan” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang 

diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang 

harus diselesaikan diluar gedung pengadilan. 

Seperti halnya dengan tahun 2017 dan tahun 2018, Target tahun 2019 

yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%,  realisasi 100%, 

sehingga capaian pada indikator Persentase perkara yang diselesaikan 

diluar gedung pengadilan pada tahun 2019 adalah : 

(100/100) x 100 % = 100 % 

 

Pelaksanaan di luar Gedung/Sidang keliling pada tahun 2019 pada 

Pengadilan Agama Maumere adalah sebanyak 18 (delapan belas) 

perkara dengan rincian sebagai berikut :  

1. Perkara Cerai Gugat sebanyak    1 (satu)  perkara 

2. Perkara Isbat Nikah sebanyak  17  (tujuh belas) perkara 

Pada tahun 2019 ini, sidang keliling dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 

(dua) kali di wilayah kepulauan dan 1 (satu) kali di wilayah daratan 

dengan rincian lokasinya sebagai berikut : 

a. Sidang keliling Gelombang I bertempat di Dusun Ngolo, Desa 

Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebanyak                   

7 (tujuh) perkara. 

b. Sidang keliling Gelombang II bertempat di Dusun Ngolo Desa 

Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebanyak                

10 (sepuluh) perkara. Dan 
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c. Sidang keliling Gelombang III, bertempat di Kantor Urusan Agama, 

Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebanyak 

1 (satu) perkara. 

Foto Kegiatan Sidang Keliling 

Desa Gunungsari Gel. I PA. Maumere 

 

 

 

 

 

 

Foto Kegiatan Sidang Keliling  

Desa Gunungsari Gel. II  PA. Maumere 

 

 

 

 

 

 

      Foto Kegiatan Sidang Keliling  

Desa Nangahale Gel. III  PA. Maumere 
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Pelaksanaan sidang diluar gedung/keliling Pengadilan Agama 

Maumere tahun 2019 Dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- 

(tiga puluh juta Rupiah) yang direalisasikan dari PAGU Anggaran 

DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere. 

Grafik 3.8 

Perkara Sidang diluar gedung pengadilan/sidang Keliling 

 

Untuk jumlah perkara sidang keliling berturut-turut mulai tahun 2017-

2019 adalah (2017: 30 perkara), (2018: 23 perkara), (2019: 18 perkara). 

 

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

Indikator kinerja “persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan 

antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan 

golongan tertentu. 

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%, 

realisasi 100%, sehingga capaian pada indikator Persentase pencari 

keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 

(Posbakum) pada tahun 2019 adalah: 

(100/100) x 100 % = 100 % 
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Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama 

Maumere dalam hal memberikan akses peradilan yang terjangkau bagi 

setiap pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan telah terlaksana dengan sangat baik, akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan untuk tahun selanjutnya, Pengadilan Agama 

Maumere akan meningkatkan layanan peradilan terutama untuk 

masyarakat pencari keadilan terutama yang tidak mampu. 

 

d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum  

Indikator kinerja “persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas 

hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara permohonan 

(Voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara 

permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diajukan. 

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%, 

realisasi 100%, sehingga capaian pada indikator Persentase perkara 

permohonan (Voluntair) Identitas hukum pada tahun 2019 adalah: 

(100/100) x 100 % = 100 % 

Grafik 3.9 
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Pada tahun 2019, di Pengadilan Agama Maumere terdapat 27 perkara 

voluntair yang didaftarkan. Perkara voluntair tersebut terdiri dari 23 (dua 

puluh tiga) perkara permohonan itsbat nikah, 3 (tiga) perkara 

permohonan dispensasi kawin, dan 1 (satu) perkara permohonan 

perwalian. Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Maumere untuk 

indikator ini adalah 100% dari target (100%). Sehingga pada indikator 

ini Pengadilan Agama Maumere “berhasil” mencapai target yang 

tertuang dalam Rencana Strategis 2015-2019. Capaian ini mengalami 

perubahan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, hal ini disebabkan 

karena adanya sisa perkara permohonan pada tahun 2018 sebanyak 3 

(tiga) perkara dari 31 (tiga puluh satu) perkara yang ada pada tahun 

tersebut. Pada tahun 2019, seluruh perkara diselesaikan tepat waktu 

dan tidak menyisakan tunggakan perkara untuk tahun berikutnya. 

Adapun jumlah perkara voluntair berturut-turut mulai tahun 2017-2019 

adalah (2017: 40 perkara), (2018: 28 perkara), (2019: 27 perkara). 

 

Dengan melihat hasil persentase Realisasi kinerja serta capaian kinerja  

Pengadilan Agama Maumere pada Sasaran strategis 3 dan indikator 

kinerja (1-4), maka dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2019, dari 4 

(tempat) indikator, semuanya mampu mencapai target (100%) yakni; 

persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang 

diselesaikan diluar gedung pengadilan, persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 

dan persentase permohonan perkara (voluntair) identitas hukum. 

Nilai capaian tersebut jika dibandingkan dengan Target Jangka 

Menengah Pengadilan Agama Maumere yang telah ditetapkan (100%) 

dalam Rencana Strategis 2015-2019, maka Realisasi Kinerja Pengadilan 

Agama Maumere dapat dikatakan “berhasil” atau “sangat baik”. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Maumere dalam mewujudkan 

sasaran strategis demi meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan telah tercapai. 
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Secara umum, Keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam 

melaksanakan realisasi kinerja hingga memperoleh capaian kinerja 

yang baik untuk 4 (empat) indikator dengan nilai capaian kinerja 100% 

antara lain ; 

1. Efektivitas Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan dengan secara terperinci dalam melakukan 

pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara 

berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan 

Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus 

diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat 

permohonan layanan pembebasan biaya perkara. 

2. Dengan mengefektifkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyelesaian perkara sejak perkara diterima, didaftarkan hingga 

penginputan kedalam buku register perkara pada hari yang sama 

atau satu hari kemudian ditetapkan majelis hakim yang menangani 

perkara tersebut sekaligus ditetapkan tanggal sidang untuk perkara 

yang didaftarkan tersebut. Konsistensi atas pelaksanaan SOP 

Penyelesaian perkara sangat mempengaruhi terhadap tingkat 

penyelesaian perkara tepat waktu. 

3. Pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara 

pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh seluruh sumber 

daya yang ada di Pengadilan Agama Maumere. 

4. Melaksanakan Koordinasi dengan perangkat desa atau Kantor 

Urusan Agama dalam pelaksanaan kegiatan sidang keliling di luar 

gedung pengadilan. 

5. Dukungan Anggaran yang ada pada Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Agama khususnya kegiatan Perkara 

dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui 

pembebasan biaya perkara maupun kegiatan perkara dilingkungan 

Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar 

Gedung/Sidang Terpadu dalam kaitannya dengan  ketersediaan 
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anggaran yang cukup, baik itu anggaran pembebasan biaya perkara 

maupun  sidang diluar gedung pengadilan sangat berdampak pada 

hasil serta kualitas pelayanan Pengadilan sdan produk pengadilan 

yang dihasilkan. 

6. Memanfaatkan teknologi informasi, Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah 

menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan 

putusan, sebagai monitoring penanganan perkara serta SIPP dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib 

administrasi.  

 

Keberhasilan dan Kegagalan realisasi kinerja Pengadilan Agama 

Maumere berhubungan erat juga dengan keadaan sumber daya yang 

dimiliki. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil capaian kinerja yang 

maksimal perlu dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber 

daya. antara lain ; 

1. Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada Indikator 

perkara prodeo yang diselesaikan di Pengadilan Agama Maumere 

tahun 2019 dengan membandingkan jumlah penyelesaian perkara 

prodeo dengan jumlah sumber daya Hakim yang ada di Pengadilan 

Agama Maumere. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Maumere 

menerima perkara prodeo sebanyak 29 perkara, yang terdiri : 

a. Perkara Cerai Talak sebanyak   2   perkara 

b. Perkara Cerai Gugat sebanyak   6   perkara 

c. Perkara Isbat Nikah sebanyak 21  perkara 

Dari jumlah perkara prodeo tersebut semuanya berhasil diselesaikan 

oleh para Hakim pada tahun berjalan 2019.  Kinerja ini menunjukkan 

bahwa kinerja sumber daya Hakim di Pengadilan Agama Maumere 

terhadap penyelesaian perkara prodeo “sangat baik” atau “berhasil”. 

2. Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada Indikator 

perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan/sidang keliling  
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dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan perkara 

diselesaikan pada saat pelaksanaan sidang dikaitkan dengan jumlah 

SDM hakim yang ada di Pengadilan Agama Maumere. Pelaksanaan 

sidang keliling tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere berhasil 

menyelesaikan 18 perkara dengan lokasi sidang di luar Gedung 

Pengadilan Agama Maumere, yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, 

2 (dua) kali di wilayah kepulauan dan 1 (satu) kali di wilayah daratan 

dengan rincian lokasinya sebagai berikut : 

a. Sidang keliling Gel. I bertempat di Dusun Ngolo, Desa Gunung 

Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebanyak 7 perkara. 

b. Sidang keliling Gel. II bertempat di Dusun Ngolo DesaGunung 

Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebanyak 10 perkara.  

c. Sidang keliling Gel. III, bertempat di Kantor KUA, Desa 

Nangahale Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebanyak 1 

perkara. 

Seluruh kegiatan sidang tersebut menggunakan sumber daya Hakim 

yang ada pada Pengadilan Agama Maumere. 

3. Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada Indikator 

perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum di Pengadilan 

Agama Maumere tahun 2019 dengan cara membandingkan perkara 

permohonan (Voluntair) Identitas Hukum  dengan jumlah sumber 

daya Hakim. Pada tahun 2019, di Pengadilan Agama Maumere 

terdapat 27 perkara voluntair yang didaftarkan. Dari 27 perkara 

voluntair tersebut, seluruhnya dapat diselesaikan oleh sumber daya 

Hakim yang ada.  

 

Setelah membandingkan target dan realisasi kinerja, membandingkan 

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 

2017 dan 2018, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 

2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

Rencana Strategis Organisasi, menganalisis keberhasilan/kegagalan 

serta alternative solusi yang telah dilakukan, menganalisis atas efisiensi 
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penggunaan sumber daya maka dianggap perlu juga untuk 

menganalisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja antara lain sebagai berikut : 

Analisa untuk Indikator 1 sampai 4 terhadap program pada Pengadilan 

Agama Maumere yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil 

antara lain Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang 

membantu dalam rangka tersedianya anggaran sidang diluar gedung 

pengadilan serta pembebasan biaya perkara bagi masyarakat marjinal. 

 

D. SASARAN STRATEGIS 4 – INDIKATOR 1 

 
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Sasaran strategis, “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan 

kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini diukur 

menggunakan satu Indikator Kinerja Utama yaitu; Persentase putusan 

perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 

Tabel 3.14 

Capaian Sasaran Strategis 4 

No. Indikator 

Capaian Tahun (%) 

2017 2018 2019 

1 
Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (Dieksekusi) 
100 100 100 

Capaian 100 100 100 

Tabel 3.15 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 4 

Tahun 2019 

No. Sasaran Strategis Indikator 
Target 

2019 

Target 

I II III IV 

4 Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (Dieksekusi) 
100 100 100 100 100 
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No. Aksi/Kegiatan 

 

Jadwal 

Pelaksanaan 

(Triwulan) 

 

Keluaran Program Kegiatan Dana (Rp) 

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

1. Pembinaan 

Administrasi 

dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan 

Urusan 

Administrasi 

2.Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana di 

Lingkungan 

Mahkamah 

Agung 

3.Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

2.119.899.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.000.000,- 

 

 

 

 

 

 

63.840.000,- 

1. Meningkatkan 

kualitas petugas 

penyerahan 

produk 

Pengadilan 

 

2.Meningkatkan 

kecakapan 

petugas untuk 

menindaklanjuti 

perkara yang 

putus 

I II III IV Meningkatnya kualitas 

kinerja 

V V V V 

 

 

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) 

Indikator kinerja “persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan 

perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) dengan jumlah 

putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 

ditindaklanjuti (Dieksekusi). 

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini  adalah 100%, 

realisasi 0%, sehingga capaian pada indikator Persentase putusan 
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perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2019 

adalah: 

(0/100) x 100 % = 0 % 

 

Setelah membandingkan target dan realisasi kinerja, membandingkan 

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 

2017, dan 2018, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 

2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

Rencana Strategis Organisasi, manganalisis keberhasilan/kegagalan 

serta alternative solusi yang telah dilakukan, manganalisis atas efisiensi 

penggunaan sumber daya maka dianggap perlu juga untuk 

menganalisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja antara lain sebagai berikut : 

Analisa  untuk Indikator 4 terhadap program pada Pengadilan Agama 

Maumere yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil. Antara 

lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 yang membantu 

dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, 

berjalannya operasional perkantoran dengan baik. Pada program 

peningkatan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, pengadaan 

sarana prasarana yang lengkap untuk membantu Hakim dan 

Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

khususnya dalam menghasilkan putusan perkara yang berkualitas dan 

adil. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

 

 

1. Realisasi Anggaran DIPA  

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dengan 

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama 

periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019. 

Pengadilan Agama Maumere pada Tahun Anggaran 2019 mengelola 2 

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), untuk Unit Organisasi (01) 

Badan Urusan Administrasi dengan nomor DIPA : SP DIPA-

005.01.2.402851/2019 tanggal 05 Desember 2018, memiliki Pagu Awal 

sebesar Rp. 2.132.889.000 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta 

Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sedangkan 

untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.04.2.402852/2019 tanggal 05 

Desember 2018, memiliki Pagu Awal sebesar Rp. 63.840.000 (Enam 

Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Terjadi 6 kali 

revisi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi 

dikarenakan ada beberapa kali penambahan anggaran dari DIPA BUN 

(Bendahara Umum Negara) sampai dengan terakhir revisi 6 pada 

tanggal 29 November 2019 dikarenakan terdapat minus pada belanja 

pegawai, sehingga Pagu Anggaran menjadi Rp. 2.320.898.000 (Dua 

Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh 

Delapan Ribu Rupiah). Detail realisasi pagu per jenis belanja pada 

masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut : 

 

1. Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi 

a. Belanja Pegawai 

Pagu belanja pegawai pada rencana kerja anggaran kementrian 

lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan 

Agama Maumere Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 

sebesar Rp. 1.503.812.000 (Satu Miliyar Lima Ratus Tiga Juta 
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Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Belanja Pegawai 

meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang 

peruntukannya antara lain untuk gaji, tunjangan, honorarium dan 

lembur. Honorarium  yang berkaitan  dengan pembentukan 

modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Selama satu tahun 

anggaran mengalami beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-6 

pada tanggal 29 November 2019 penambahan pagu anggaran 

dikarenakan terdapat pagu minus. Sehingga Pagu untuk belanja 

pegawai bertambah menjadi Rp.1.582.761.000,- (Satu Milyar 

Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh 

Satu Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 

Table 3.16 

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai 

(dalam rupiah) 
 

No 
Jenis 

Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 

Pagu Anggaran 
Realisasi Anggaran Sisa 

Anggaran Rp % 

1 
Belanja 

Pegawai 
1.582.761.000 1.561.805.936 98,68 % 20.955.064 

 

b. Belanja Barang 

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementrian 

lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan 

Agama Maumere Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 

sebesar Rp. 616.077.000 (Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh 

Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Belanja barang adalah pengeluaran 

untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. 

Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja 

pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Selama satu tahun 

anggaran mengalami beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-5 

pada tanggal 05 November 2019. Revisi tersebut adalah 

penambahan pagu anggaran dari Bendahara Umum Negara 

(BUN) untuk tambahan langganan internet dan bantuan sewa 
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rumah hakim. Sehingga Pagu untuk belanja belanja barang 

bertambah menjadi Rp. 712.137.000,- (Tujuh Ratus Dua Belas 

Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan perincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.17 

Realisasi Anggaran Belanja Barang 

 (dalam rupiah) 

 

No 
Jenis 

Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Sisa 

Anggaran Rp % 

1 
Belanja 

Barang 
712.137.000 673.038.296 94,51 % 39.098.704 

 

c. Belanja Modal 

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementerian 

lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan 

Agama Maumere Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 

sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah). Belanja modal 

adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka 

memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi 

batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang 

ditetapkan pemerintah. Selama satu tahun anggaran mengalami 

beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-5 pada tanggal 05 

November 2019 yaitu penambahan pagu anggaran dari 

Bendahara Umum Negara (BUN). Sehingga Pagu untuk belanja 

operasional dan pemeliharaan kantor bertambah menjadi Rp. 

26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah), dengan perincian 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.18 

Realisasi Anggaran Belanja Modal 

 (dalam rupiah) 
 

No 
Jenis 

Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Sisa 

Anggaran Rp % 

1 
Belanja 

Modal 
26.000.000 25.467.000 97,95 % 533.000 

 

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan 

Administrasi, digambarkan pada tabel berikut : 

Tabel 3.19 
Realisasi Anggaran Unit Organisasi 

(01) Badan Urusan Administrasi 
 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Sisa 

Anggaran Rp % 

1 BelanjaPegawai 1.582.761.000 1.561.805.936 98,68 % 20.955.064 

2 Belanja Barang 712.137.000 673.038.296 94,51 % 39.098.704 

3 Belanja Modal 26.000.000 25.467.000 97,95 % 533.000 

Total Realisasi 2.320.898.000 2.260.311.232 97,39 % 60.586.768 

 

Grafik 3.10 

Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi 

Tahun Anggaran 2019 
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2. Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara 

Pagu pembebasan biaya perkara untuk peningkatan manajemen 

peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga 

(RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama 

Maumere tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 

9.840.000,- (Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu 

rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.20 

Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 

 (dalam rupiah) 
 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran Sisa 

Anggaran 
Rp % 

1 

Belanja 

Pembebasan 

Biaya Perkara 

9.840.000 9.840.000 100% 0 

 

b. Biaya Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan 

Pagu biaya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan 

untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja 

anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam 

DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 tanggal 05 

Desember 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta 

rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 
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Tabel 3.21 

Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan (dalam 

rupiah) 

 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran Sisa 

Anggaran 
Rp % 

1 

Belanja 

Penyelesaian 

Perkara Di Luar 

Gedung Pengadilan 

30.000.000 30.000.000 100 % 0 

 

c. Jasa Konsultasi Bantuan Hukum 

Pagu jasa konsultasi bantuan hukum untuk peningkatan 

manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian 

lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan 

Agama Maumere tahun 2019 tanggal                       05 Desember 

2017 sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah), 

dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.22 

Realisasi Anggaran Jasa Konsultasi Bantuan Hukum  

(dalam rupiah) 

 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Sisa 

Anggaran Rp % 

1 

Belanja Jasa 

Konsultasi 

Bantuan 

Hukum 

24.000.000 24.000.000 100 % 0 

 

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (04) Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama, digambarkan pada tabel 

berikut : 
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Tabel 3.23 

Realisasi Anggaran Unit Organisasi  

(04) Badan Peradilan Agama 
 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Sisa 

Anggaran Rp % 

1 
BelanjaPembebasan 

Biaya Perkara 
9.840.000 9.840.000 100 % 0 

2 

BelanjaPenyelesaian 

Perkara Di Luar 

Gedung Pengadilan 

30.000.000 30.000.000 100 % 0 

3 

Belanja Jasa 

Konsultasi Bantuan 

Hukum 

24.000.000 24.000.000 100 % 0 

Total Realisasi 63.840.000 63.840.000 100 % 0 

 

Grafik 3.11 

Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi  

(04) Badan Peradilan Agama  

Tahun Anggaran 2019 
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d. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2019 

adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak pada DIPA 01 

sebesar Rp.519.636,-  atau mencapai 99,93 %  dari estimasi 

pendapatannya sebesar Rp. 520.000,- dan DIPA 04 sebesar 

Rp.2.330.700,- atau mencapai 241,52 % dari estimasi 

pendapatannya sebesar Rp. 965.000,- 

Dalam rangka merealisasikan indikator kinerja utama (IKU) dan 

Renstra 2015-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) dan Penetapanan Kinerja (PK). Pengadilan 

Agama Maumere didukung dengan anggaran yang disahkan 

dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA). Adapun 

Program Pendukung Sasaran Strategis sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung 

Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung ini 

untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1, 

Sasaran Strategis 2 dan Sasaran Strategis 4. 

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 

31 Desember Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar                  

Rp. 1.561.805.936,- (Satu Miliyar Lima Ratus enam puluh 

satu juta delapan ratus lima ribu Sembilan ratus tiga puluh 

enam Rupiah) atau 98,68%, Rincian Belanja Pegawai dapat 

dilihat pada tabel di bawah: 
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Tabel 3.24 

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai 

(dalam rupiah) 

 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Sisa 

Anggaran Rp % 

1 BelanjaPegawai 1.582.761.000 1.561.805.936 98,68% 20.955.064 

 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 membantu 

dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi 

SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran 

khususnya penyediaan berlangganan internet sehingga 

operasional kantor berjalan dengan baik terutama pada akses 

internet sebagai sarana publikasi putusan secara cepat dan 

tepat. 

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan 

hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat 

dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, 

pengadilan harus didukung oleh manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari 

itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang 

dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu 

putusan perkara yang dipublikasikan. 
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b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) 

informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami 

tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara. 

c. Peningkatan sosialisasi tentang peran Mahkamah Agung 

sebagai lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, 

LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif 

peradilan. 

d. Mengembangkan teknik survey dalam upaya mencari tahu  

tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa 

pengadilan. 

e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan 

f. Menetapkan standar kinerja individu. 

g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai 

dengan kompetensinya. 

h. Menyusun kebijakan tentang reward and punisment. 

i. Penyempurnaan kebijakan sistem rekruitmen aparat 

peradilan. 

j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai. 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah 

Agung 

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran 

kementrian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA 

Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 tanggal 05 

Desember 2018 sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta 

Rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang 

digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi 

aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 

Selama satu tahun 05 November 2019 yaitu penambahan 

pagu anggaran dari Bendahara Umum Negara (BUN). 
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Sehingga Pagu untuk belanja operasional dan pemeliharaan 

kantor bertambah menjadi Rp.26.000.000,- (Dua Puluh Enam 

Juta Rupiah), dan realisasi sebesar Rp.25.467.000,- atau 

97,95% untuk pengadaan Alat Pengolah Data Penunjang 

SIPP berupa 2 (dua) buah Laptop untuk Hakim dengan 

alokasi dana sebesar Rp.26.000.000,- dengan perincian 

sebagai berikut : 

Tabel. 3.25 

Realisasi Anggaran Belanja Modal  

(dalam rupiah) 
 

No 
Jenis 

Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran 
Sisa Anggaran 

Rp % 

1 
Belanja 

Modal 
26.000.000 25.467.000 97,95 % 533.000 

 

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung 

pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini 

terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan 

belanja perjalanan dinas dengan rincian dan realisasi sebagai 

berikut: 

Tabel. 3.26 

Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor 

 PA. Maumere 
No Jenis Belanja 

Barang 

Pagu Anggaran Rincian 

Pemeliharaan 

Realisasi 

Anggaran 

1 Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan 

Rp.   73.980.000 Perawatan 

Gedung dan 

Halaman Kantor 

Rp.    73.979.500 

2 Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin 

Rp.        395.000 

Rp.     7.000.000 

Rp.     5.600.000 

Rp.   9.745.000 

Rp. 9.660.000 

Rp.     7.200.000 

Rp.   48.400.000 

- Genset 

- PC 

- Laptop 

- Roda 2 

- Printer 

- AC 

- Roda 4 

Rp.         395.000 

Rp.      7.000.000 

Rp.      5.600.000 

Rp.      9.745.000 

Rp. 9.660.000 

Rp. 7.200.000 

Rp.  48.398.750 
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Selama satu tahun anggaran mengalami beberapa revisi, 

sampai dengan revisi ke-5 pada tanggal 05 November 2019. 

Revisi tersebut adalah penambahan pagu anggaran dari 

Bendahara Umum Negara (BUN) untuk tambahan langganan 

internet dan bantuan sewa rumah hakim. Sehingga Pagu 

untuk belanja belanja barang bertambah menjadi 

Rp.712.137.000,- (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga 

Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.27 

Realisasi Anggaran Belanja Barang 

 (dalam rupiah) 

 

No 
Jenis 

Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran 
Sisa Anggaran 

Rp % 

1 
Belanja 

Barang 
712.137.000 673.038.296 94,51 % 39.098.704 

  

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019  adalah 

sebesar Rp.2.260.311.232,- atau mencapai 97.39% persen 

dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.320.898.000,-  

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan 

Administrasi, digambarkan pada tabel berikut : 

Tabel 3.28 

Realisasi Anggaran Unit Organisasi 

 (01) Badan Urusan Administrasi 
 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Sisa 

Anggaran Rp % 

1 BelanjaPegawai 1.582.761.000 1.561.805.936 98,68% 20.955.064 

2 Belanja Barang 712.137.000 673.038.296 94,51% 39.098.704 

3 Belanja Modal 26.000.000 25.467.000 97,95% 533.000 

Total Realisasi 2.320.898.000 2.260.311.232 97,39% 60.586.768 
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Grafik 3.12 

Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi 

(01) Badan Urusan Administrasi 

Tahun Anggaran 2019 

 

 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama,  

a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara 

Pagu pembebasan biaya perkara untuk peningkatan 

manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran 

kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam 

DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 tanggal 05 

Desember 2018 sebesar Rp. 9.840.000,- (Sembilan juta 

delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.29 

Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 

 (dalam rupiah) 

 

No 
Jenis 

Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran Sisa Anggaran 

Rp % 

1 

Belanja 

Pembebasan 

Biaya 

Perkara 

9.840.000 9.840.000 0 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Realisasi

Anggaran 01

1,582,761,000

712,137,000

26,000,000

2,320,898,000

1,561,805,936

673,038,296

25,467,000

2,260,311,323
Pagu Realisasi
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b. Biaya Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung 

Pengadilan 

Pagu biaya penyelesaian perkara di luar gedung 

pengadilan untuk peningkatan manajemen peradilan pada 

rencana kerja anggaran kementrian lembaga (RKAKL) 

yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama 

Maumere tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar 

Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dengan perincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.30 

Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara  

di Luar Gedung Pengadilan 

(dalam rupiah) 

 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran Sisa 

Anggaran 
Rp % 

1 

BelanjaPenyelesaian 

Perkara Di Luar 

Gedung Pengadilan 

30.000.000 30.000.000 100% 0 

 

 

c. Jasa Konsultasi Bantuan Hukum 

Pagu jasa konsultasi bantuan hukum untuk peningkatan 

manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran 

kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam 

DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 tanggal 05 

Desember 2018 sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh 

empat juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 
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Tabel 3.31 

Realisasi Anggaran Jasa Konsultasi Bantuan Hukum  

(dalam rupiah) 

 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran Sisa 

Anggaran 
Rp % 

1 

BelanjaJasa 

Konsultasi 

Bantuan Hukum 

24.000.000 24.000.000 100 % 0 

 

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (04) Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama, digambarkan pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.32 

Realisasi Anggaran Unit Organisasi  

(04) Badan Peradilan Agama 

 

No Jenis Belanja 

DIPA Badan Peradilan Agama (04) 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Sisa 

Anggaran Rp % 

1 

Belanja 

Pembebasan Biaya 

Perkara 

9.840.000 9.840.000 100 % 0 

2 

Belanja 

Penyelesaian 

Perkara Di Luar 

Gedung Pengadilan 

30.000.000 30.000.000 100 % 0 

3 

Belanja Jasa 

Konsultasi Bantuan 

Hukum 

24.000.000 24.000.000 100 % 0 

Total Realisasi 63.840.000 63.840.000 100 % 0 
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Grafik 3.13 

Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi  

(04) Badan Peradilan Agama  

Tahun Anggaran 2019 

 

 

 

Pengadilan Agama Maumere mengelola Biaya Proses 

sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pengadilan 

Agama Maumere memungut kepada para pihak yang 

berperkara sebesar               Rp.50.000,- per perkara. Biaya 

proses tersebut telah pula dibentuk Tim Pengelola Biaya 

Proses dan telah dilaksanakan pembukuan untuk 

mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap 

bulan. Data keuangan biaya proses per 31 Desember 

2019 dirincikan pada tabel berikut ini: 
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Biaya Perkara

Penyelesaian

Perkara Di Luar
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Total Realisasi

Anggaran 04

9,840,000

30,000,000
24,000,000

63,840,000

9,840,000

30,000,000
24,000,000

63,840,000

Pagu Realisasi
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Tabel 3.33 

Rekapitulasi Keuangan Perkara Tahun 2019 
 

No Bulan Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir 

1 Januari Rp.5.438.000 Rp.5.382.000 Rp.3.838.000 Rp.6.982.000 

2 Februari Rp.6.982.000 Rp.9.263.000 Rp.6.685.000 Rp.9.560.000 

3 Maret Rp.9.560.000 Rp.416.000 Rp.4.383.000 Rp.5.593.000 

4 April Rp.5.593.000 Rp.1.994.000 Rp.3.760.000 Rp.3.827.000 

5 Mei Rp.3.827.000 Rp.1.792.000 Rp.4.327.000 Rp.1.292.000 

6 Juni Rp.1.292.000 Rp.5.490.000 Rp.4.076.000 Rp.2.706.000 

7 Juli Rp.2.706.000 Rp.4.699.000 Rp.3.464.000 Rp.3.941.000 

8 Agustus Rp.3.941.000 Rp.1.638.000 Rp.3.615.000 Rp.1.964.000 

9 September Rp.1.964.000 Rp.375.000 Rp.899.000 Rp.1.440.000 

10 Oktober Rp.1.440.000 Rp.1.733.000 Rp.1.109.000 Rp.2.064.000 

11 Nopember Rp.2.064.000 Rp.2.129.000 Rp.1.596.000 Rp.2.597.000 

12 Desember Rp.2.597.000 Rp.440.000 Rp.2.246.500 Rp.790.500 
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B A B   I V 

P E N U T U P 
 

 

A. KESIMPULAN 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Maumere Tahun 

2019 menyajikan pencapaian 4 (empat) Sasaran Startegis yang 

menggunakan alat ukur 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Secara umum 

Sasaran Strategis yang ditetapkan  telah berhasil dicapai oleh Pengadilan 

Agama Maumere. Hal ini terlihat dari 15 (lima belas) Indikator kinerja yang 

diperjanjikan 8 (delapan) Indikator sesuai dengan target, dengan capaian 

>90 %, 3 (tiga) Indikator melampaui target, dan 4 (empat) Indikator tidak 

mencapai target dikarenakan Pengadilan Agama Maumere selama tahun 

2019 tidak menerima indikator indikator dalam keperkaraan yang bisa 

diperhitungkan dalam LKjIP tahun ini,  Hal ini disebabkan beberapa 

indikator tidak didukung dengan jumlah perkaranya, seperti oleh hal tidak 

adanya upaya hukum (banding, kasasi, maupun PK), tidak ada perkara 

yang berhasil di mediasi selama tahun 2019, dan tidak ada perkara yang 

menarik perhatian masyarakat, sehingga tidak ada amar putusan yang 

diupload di dalam media informasi baik website maupun SIPP/Direktori 

Putusan, serta tidak adanya perkara permohonan eksekusi yang masuk.  

Dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 Sasaran Strategis 1-4 

adalah 75,22 %. 

Dengan capaian ini menunjukkan bahwa Target Sasaran Strategis 

Pengadilan Agama Maumere sudah terlaksana dengan baik, walaupun 

realisasi kinerja untuk beberapa Indikator masih tidak mengalami 

perubahan.  
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B. REKOMENDASI 

 

Kendala dan permasalah yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran 

tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk 

mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Maumere 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya : 

1. Untuk perkara-perkara yang diterima diakhir tahun agar menjadi 

perhatian dalam penyelesaiannya. 

2. Untuk perkara-perkara yang diterima akhir tahun dan memiliki 

spesifikasi kesulitan perkara yang cukup tinggi, maka disesuaikan 

kualitas SDM majelis hakimnya, sehingga apa yang menjadi 

performance gap dapat teratasi atau performance result dapat tercapai. 

3. Dalam penentuan performance agreement harus mempertimbangkan 

analisa capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir dan spesifikasi 

manajemen pengelolaan administrasi perkara, agar tidak terjadi 

performance gap yang tinggi. 

4. Terhadap capaian kinerja (performance result) yang sudah mencapai 

target sesuai perjanjian kinerja (performance agreement), agar 

dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. 

5. Menyusun rencana kerja dan anggaran belanja modal demi melengkapi 

sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik yang memadai 

sehingga memberi kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan. 

6. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan 

manajemen pelayanan berbasis Teknologi Informasi. 

7. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) dan aplikasi e-Court bagi Pengguna terdaftar untuk 

Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar 

Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan 
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dan serta persidangan (e-litigasi) yang dilakukan dengan saluran 

elektronik. 

8. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan sebaiknya secara periodik baik 

secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan 

dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan. 

Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Sistem Manajemen 

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Maumere terus 

diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan 

secara berkesinambungan. 
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LAMPIRAN 
 

1. Surat Keputusan Penunjukan Tim Penyusun/Reviu Dokumen SAKIP 

tahun 2019 

2. Surat Keputusan Reviu SAKIP tahun 2019 

3. Surat Pernyataan telah di reviu tahun 2019 

4. Pernyataan Kelengkapan Dokumen LKJiP tahun 2019 

5. Matrik Keadaan Perkara tahun 2019 
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU 
PENGADILAN AGAMA MAUMERE 

 
 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere untuk 

Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi 

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab 

Pengadilan Agama Maumere.  

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja 

telah disajikan secara akurat, andal dan valid.  

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang 

menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan 

di dalam Laporan Kinerja ini. 

 
 
 
 

Maumere, 04 Desember 2019 
Ketua Pengadilan Agama Maumere 
 
 

 
 

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. 
NIP. 197308042001121003 
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NO PERNYATAAN CHECK LIST 

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan 

data penting IP 

2. LKj telah menyajikan informasi target 

kinerja 

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP 

yang memadai 

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang 

mendukung informasi pada badan laporan 

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke 

depan  

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 

� 

 
� 

 
� 

 
 

� 

 
� 

 
� 

 

II Mekanisme penyusunan 1. LKj IP disusun oleh unit  kerja yang 

memiliki tugas fungsi untuk itu 

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj 

telah didukung dengan data yang memadai 

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian 

data dan informasi dari unit kerja ke unit 

penyusun LKj 

4. Telah ditetapkan penanggung jawab 

pengumpulan data/informasi di setiap unit 

kerja 

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan 

dalam LKj telah diyakini keandalannya 

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah 

diketahui oleh unit kerja terkait 

7. LKjIP bulanan merupakan gabungan 

partisipasi dari di bawahnya. 

� 
 
� 
 
� 
 

 
� 

 

 
� 

 

 
� 
 
� 

III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 

dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian 

kinerja 

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras 

dengan rencana strategis 

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka 

terdapat penjelasan yang memadai 

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 

dengan tujuan/sasaran dalam Indikator 

Kinerja 

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 

dengan tujuan/sasaran dalam Indikator 

Kinerja Utama 

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka 

terdapat penjelasan yang memadai 

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja 

dengan tahun lalu, standar nasional dan 

sebagainya yang bermanfaat 

8. IKU dan IK telah cukup mengukur 

tujuan/sasaran 

� 

 

 
� 
 
� 

 
� 

 

 
� 
 

 

 
� 
 
� 
 

 
� 
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NO PERNYATAAN CHECK LIST 

9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang 

memadai 

10. IKU dan IK telah SMART 

 

� 
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MATRIKS KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA MAUMERE 

TAHUN 2019 
 

NO 

 

Nama 

Sisa 

Tahun 

Lalu 

 

Perkara 

Masuk 

Perkara 

Yang 

Diputus 

 

Sisa 

Perkara 

 

Ket 

 PENGADILAN AGAMA MAUMERE      

A. PERKAWINAN      

1. Izin Poligami  1 1   

2. Pencegahan Perkawinan      

3. Penolakan Perkawinan oleh PPN      

4. Pembatalan Perkawinan      

5. Kelalaian atas kewajiban Sm/ls      

6. Cerai Talak 1 9 7 3  

7. Cerai Gugat 8 18 26 -  

8. Harta Bersama      

9. Penguasaan Anak/Hadhanah      

10. Nafkah Anak oleh Ibu      

11. Hak-hak bekas istri      

12. Pengesahan Anak      

13. Pencabutan Kek. Orang Tua      

14. Perwalian - 1 1 -  

15. Pencabutan Kekuasaan Wali      

16. Penunjukan Orang lain Sebagai 

Wali 

     

17. Ganti Rugi terhadap Wali      

18. Asal Usul Anak/Pengangkatan 

Anak 

     

19. Penolakan Kawin Campur      

20. Itsbat Nikah 1 23 24 -  

21. Izin Kawin      

22. Dispensasi Kawin 2 3 5 -  

23. Wali Adhol      

B. EKONOMI SYARIAH      

C. WARIS      

D. WASIAT      

E. WAKAF      

F. ZAKAT/INFAQ/SODAKOH      

G. PENETAPAN AHLI WARIS      

H. P3HP      

I. DERDEN VERSET      

J. Lain-lain      

JUMLAH 12 55 64 3  

 

NB. 

 Putus Tahun 2019 : 64 Perkara 

                                    (Kabul : 59 Perkara, Cabut : 3 Perkara, Tolak : 1 Perkara,                                

                                     Coret : 1 Perkara) 


